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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008,
telah diatur mengenai penatausahaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturall Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21
Tahun 2011, pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nemer 129 "
Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedeman Penatausahaan Keuangan Daera!1;

1. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 tenta"ng Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kelusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentany Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan"
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nemor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 !E;ntang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor. 70Tahun 2012;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuang,an Daerahsebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

,14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. ' ,

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DaerahKhusus
Ibuko.ta Jakarta selaku Penggun'a Anggaran/Pengguna Barang,
yanQ Juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. '



3

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala BPKD yang memp\Jnyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah..

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat .UKPD
adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program. .

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur. untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11 ~ Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan'
Pengglma Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD. .

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan UKPD yang selanjutnya disebut
PPK-UKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada UKPD..

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disebut
PPK-PPKD adalah pejabat yang melak::;anakan fung'Si tata usaha

.keuangan pada PPKD.

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanalcan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

17. Bandahara Pengeluaran adalah s~tiap orang yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

18. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah setiap orang yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada PPKD. .

19. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk untuk
. menenma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
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20. Bendahara Penerimaan PPKD adalah setiap' orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkar" menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dan·
pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada PPKD.

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah setiap orang yang
ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanj~ daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada UKPO dalam SKPD.

22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalahsetiap orang yang
ditunjuk menyimpan, menYetorkan, menalausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada UKPD dalam SKPD.

23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan ua:1g daerah yang
ditenlukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang dilentukan oleh Gubernur unluk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA­
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegialan SKPD serta anggaran yang diperlukan unluk
melaksanakannya.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjulnya disebut
DPA-SKPD adalahdokumen yang membual peridapatan dan belanja
seliap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran..

27. Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang selanjutnya disebut RKA­
UKPD adalah doku'men perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan UKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

28. Dokumen Peiaksanaan Anggaran UKPD yang selanjulnya disebul
DPA-UKPD adalah dokumen yang membuat pendapalan dan belanja
seliap UKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran. .

29. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA­
PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
anggaran program dan kegialan serta pembiayaan PPKD yang
diperlukan unluk melaksanakannya.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjulnya disebul
. DPA-PPKD adaiah dokumen yang membual pendapalan dan belanja

serta pembiayaan pada PPKD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh PPKD.

31. Sural Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp
~dalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
Jawab alas Pelaksana Kegialan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
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32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

33. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UPadalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Peng'3luaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

34. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaranl
Bendahara Pengeluaran Pembantu 'untuk permintaan pengganti
uang .perseOiaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

35. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaranl
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD/UKPD/PPKD
yang bersifat mendElSak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uahg persediaan.

36. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen
yang diajul<an oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu urituk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerjaatau surat. perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.

37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas. beban
pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD.

38. Surat Perintah Membayar Uang Per~ediaan yang selanjutnya disingkat
SPM~UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaranl
Kuasa PenggunaAnggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD yF.mg dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

39. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disebutSPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D
.ataspengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD yang dananya qipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang:telah dibelanjakan.

40. Surat Perintah Membayar Tambahan LJang' Persediaanyang .
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD

. karena kebutuhan dananya melebihidari jumlah batas pagu uan~
persediaan yangtelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

41. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnYa disebut SPM- .
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD kepada pihak ketiga.
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42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

43. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap
dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan
kriteria yang berlaku.

BAB II

SARANA PENATAUSAHAAN

Pasal2

(1) Sarana penatausahaan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan
daerah, terdiri.dari : .

a. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kuasa BUD;

b. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan;

c. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;

d. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah;

f .. Surat Ketetapan Retribusi;

g. Surat Tanda Setoran;

h. Register Surat Tanda Setoran;

i. Tanda Bukti Pembayaran;

j. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ
Pendapatan-Administratif);

k. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ
Pendapatan-Fungsional);

. I. SPD;

m.SPP-UP;

n. SPP-GU;

o. SPP-TU;

p. Surat Permintaan Pembayaran Gaji dan TunjanganlTunjangan
Kinerja Daerah· atau SPP-Gaji dan TunjanganlTunjanganKinerja
Daerah; .

q. SPP-LS Barang Jasa;

r. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan,
Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan atau SPP-LS Hibah
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga:
Pengeluaran Pemblayaan, Pengembalian Penerimaan Tahun
Berjalan;

s. Surat Permohonan Tambahan Uang;

t. Surat Persetujuan/Penolakan Tambahan Uang;
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u. Kartu Kendali Kegiatan;

v. Buku Kas Umum;

w. Buku Pembartu SimpananlBank;

x. Buku Pembantu kas Tunai;

y. Buku Pembantu Pajak;

z. Buku Pembantu Panjar;

aa. Buku Rincian Obyek Belarija;

abo Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran;

ac. Register SPP/SPM/SP2D PPK-SKPD/UKPD/PPKD;

ad. SPM;

ae. Surat Pernyataan Tanggung Jawab-UP/GU;

at. Surat Pernyataan Tanggung Jawab-TU;

ago Surat Pernyataan Tanggung Jawab-LS;

.ah. Surat Penolakan Penerbitan SPM;

ai. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM;

aj: SP2D;

ak. Register SPivllSP2D Kuasa BUD;

al. Surat Penolakan Penerbitan SP2D;

am. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D; .

an. Nota Pencairan Dana (NPD);

ao. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Tambahan Uimg;

ap. Surat Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Waktu Tambahan
Uang:

aq. Register Penerimaan Laporan Pertangg'Jogjawaban Pengeluaran
(SPJ);

. ar. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;

as. Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ);

at. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);

au. Register Penutupan Kas;

avo Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Elendahara Pengeluaran;

aw. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
Belanja"Administralif);

ax. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
. Belanja-Fungsional);
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ay. Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan

az. Tanda terima penyampaian laporan pertnnggungjawaban fungsional
. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

kepada PPKD.

(2) Format sarana penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat. (!)
sebagaimana tercantum dalam Lanipiran I Peraturan Gubernur Inl.

BAB III

PENATAU8AHAAN PENERIMAAN

Pasal3

(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerim.aan Pembantu wajib
menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan :

a. buku penerimaan dan penyetoran bend2hara penerimaan;

b. b,-!ku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

.c. buku rekapitulasi penerimaan harlan.

(3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan :

a. surat ketetapan pajqk daerah (8KP-Daerah);

b. surat ketetapan retribusi (8KR);

c. surat tanda setoran (8T8);

d. register surat tanda setoran;

e. tanda bukti pembayaran; dan

f. buktl penerimaan lainnya yang sah.

(4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada
8KPO/UKPO/PPKO wajib mempertanggungjawabkqn secara administratif
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjqwaban penerimaan kepada
Pengguna AnggaranlKuasa PenggunaAnggaranlPPKO melalui PPK­
SKPO/UKPO/PPKO paling lambat tanggal1 0 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada
8KPO/UKPO/PPKO wajib mempertanggungjawabkan secara
fur.gsional alas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada PPKO selakuBUD paling lambat tanggaI10.(sepuluh) bulan
berikutnya. .

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayut (5) dilampiri dengar. :

a. buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan; .
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b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;

c. buku rekapitulas.i penerimaan harlan; dan

d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban Bendahara Pe.nerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu pada SKPD/UKPD/PPKD sebagaimana·
dimaksud pada ayat (5). .

Pasal4

(1) Bendahara Penerimaaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekeningkas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.

(2) Bendahara Penerimaaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran
dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada BUD.

·BAB IV

PENATAUSAHAAN PEf'IGELUARAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Dana

Pasal5

. (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan penjadwalan pembayaranpelaksanaan program
dan kegiatan yang dimuat dalam DPNDPPA-SKPD/UKPD/PPKD.

(2) SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa
BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kedua

Permintaan Pembayaran

Pasal6

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

. a. SPP-UP;

b. SPP-GU;

c. SPP-TU; dan

d. SPP-LS.
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Pasal 7

(1 ) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa" Pengguna Anggaranl
PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD dalam rangka pengisian
uang persediaan.

c'

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-UP;

b. salinan SPD; dan

c. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal8

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh""
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranl
PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD dalam rangka ganti uang
persediaan.

(2) Ookumen SPP-GUsebagaimana dim"aksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-GU;

b. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GUfTU sebelumnya;

c. salinan SPD; dan

d. lampiran lain yang diperlukan.

(3) Pertlntukkan pengeluaran belanja yang diperbolehkan untuk SPP-UP
dan SPP~GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas jumlah penetapan besaran
SPP-UP dan pengisian kembali (revolving) SPP-GU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan
Gubernur. "

Pasal9

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranl
PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD daiam rangka tambahan
uang persediaan. "

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari :

a. SPP-TU;

b. salinan SPD; dan

c." lampiran yang diperlukan.
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(3) Lampiran yang diperlukan sebagaimana dimsksud pada ayat (2)
huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pengajuan dokumen SPP-UP. SPP-GU danSPP-TU sebagaimana
dima.ksud dalamPasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)
digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengeluaran Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada SKPD/UKPD/PPKD.

Pasal11

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk pemb3yaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya sesuai dengan· ketentuan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaranl
Bendahara Pengeluaran Pembantu guna memperoleh persetujuan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD melalui
PPK-SKPD/UKPD/PPKD. .

(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta
penghasilan iainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-LS;

b.. salinan SPD; dan

c. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
sertapeilghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c mencakup :

a. pembayaran gaji induk;

b. gaji susulan;

c. kekurangan gaji;

d. gaji terusan;

e. uang duka wafaVtewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk!
gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafaVtewas;

f. SK CPNS;

g. SK PNS;

h. SK kenaikan pangkat;

i. SK jabatan;

j. kenaikan gaji berkala;

k. surat pernyataan pelantikan;

I. surat pernyataan masih menduduki jabatan;

m. surat pernyataan melaksanakan tugas;

n. daftar keluarga (KP4);
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o. fotokopi surat nikah;

p. fotokopi akle kelahiran;

q. sural keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

r. daftar potongan sewa rumah dinas;

s. ' sural kalerangan masih sekoiah/kuliah;

t. sural pindah;

u. sural kematian;

v. SSP PPh Pasal 21; dan

w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan
dan anggota OPRO serta gaji dan lunjangan 'GubernurlWakil
Gubernur.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan
lunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS unluk pengadaan barang dan
jasa untuk disampaikan kepada Bendahara PengeluaranlBendahara
Pengeluaran Pembantu' dalam rangka pengajuan perminlaan

,pembayaran.

(2) Ookumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 )lerdiri dari :

a. SPP-LS; dan

b. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa
sebagaima,na dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup :

a. salinan SPO;

b. salinan surat rekomendasi dari SKPO leknis terkail;

c. SSP diserlai faklur pajak (PPN dan PPh) yang telah
dilandalangani wajib pajak dan wajib pungut;

d. sural perjanjian kerjasama/konlrak anlara Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Anggaran dengan 'pihak keliga serta
mencanlumkan nomor rekening bank pihak keliga;

e. berila acara ,penyelesaian pekerjaan;

f. berita acara serah lerima bararig dan jasa;

g. berila acara pembayaran;

h. kwitansi bermeterai, nota/faklur yang ditandatangani pihak
ketiga dan PPTK sertai disetujui 'Jleh Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Anggaran;
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i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri;

k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa;

I. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
dari PPTK yang diketahui dan ditandCltangani oleh PNKPA
apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

n. foto/bukuldokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;

o. potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(potongan sesuai dengan ketentuan yang berlakulsurat pemberitahuan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan); dan

p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara
prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran
dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. .

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan baran'g dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan
peruntukannya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaranl
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengembalikan dokumen SPP­
LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluarun Pembantu mengajukan
SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1): kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranlPPKD setelah ditandatangani
oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Anggarari/PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Pasal13

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP­
LS dan/atau SPP-UP/GLJ/TU.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat
perintah kerja setelah diperhitungkan kewa,iiban pihak ketiga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD/UKPD/PPKD
yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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(4) SPP-UP/GUfTU sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk
pembayaran pengeluaran lainnya yang buka,l untuk pihak ketiga.

Pasal14

(1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran
permintaan pembayaran mencakup ':

a. buku kas umum;

b. bukupembantu simpanan/bank;

c. buku pembantu kastunai '

d. buku pembantu pajak;

e. buku pembantu panjar;

f. buku rincian obyek belanja; dan

g. register SPP/SPM/SP2D.

(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran
untuk setiap kegiatan diQuatkan kartu kerodali kegiatan.

(3) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD dalam
menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP/SPM/SP2D ,
PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Pasal15

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKDmeneliti
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD/UKPD/PPKD
mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk'dilengkapi.

Bagian Ketiga

Perintah Membayar

Pasal16

(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pe'ngguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD menerbitkan SPM.' ,

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dinyatakan tidak lengkap danlatau tidak sah, Pengguna Anggarani
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD menolak menerbitkan SPM.
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(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD
berhalangan. yang bersangkutan dapat menunjuk" pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal17

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
"paling lama 2 (dua) hari kerja terhitLmg sejak diterima dan
dinyatakan lengkap dokumen pengajuan SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) paling lama 1 (satu) hari karja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPP.

Pasal18

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1)
diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 19

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna AnggaranlPPKD dalam menatausahakan penerbitan
perintah membayar mencakup : "

a. register SPP/SPM/SP2D PPK-SKPD/UKPD/PPKD;

b. surat penolakan penerbitan SPM; dan

c. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan penerbitan perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Bagian Keempat

Pencairan Dana

Pasal20

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
Pengguna AnggaranIKuasa Pemgguna AnggaranLPPKD agar pengeluaran
yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang~undangan.

(2) Kelengkapan "dokumen SPM-UP untuk penerbilan SP2D adalah
surat pernyataan tanggung jawab UP Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. suratpernyataan tanggung jawab UP/GU Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD; "

b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
periodesebelumnya;" "
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c. rekapilulasi alas penyeloran PPN/PPh yang dilandalangani
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
dikelahui serta dilandalangani oleh PNKPA; dan

d. Tanda lerima penyampaian laporan peltanggungjawaban fungsional
kepada PPKD bulan sebelumnya. .

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU unluk penerbitan SP2D adalah
sural pernyalaan tanggung jawab TU Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD. .

(5) Kelengkapan dokumeOl SPM-LS untuk penerbilan SP2D anlara lain
berupa· sural pernyalaan langgung jawab LS Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD; dan

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/alau tidak sah dan/atau pengeluaran
lersebul melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbilkan
SP2D.

(8) Dalam hal Kuasa BUD berhaiangan, yang bersangkutan dapat"
menunjuk pejabal yang diberi wewenang untuk menandalangahi
SP2D. .

Pasal 21

(1) Penerbilan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasai 20 ayal (6)
paling lama 2 (dua) hari kerjalerhilung sejak diterima dan
dinyalakan lengkap dokumen pengajuan SPM.

(2) Penoiakan penerbilan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayal (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dilerimanya
pengajuan SPM.

Pasal22

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang dilerbilkanunluk keperluan
uang persediaan/ganli uang persediaan/tambahan uang persediaan
kepada Pengguna Anggaran/kuasa penggguna anggaran/PPKD.

(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang dilerbilkan untuk keperluan
pembayaran langsung kepada pinak keliga/penerima. .

Pasal23

Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menalausahakan SP2D
mencakup:

a. regisler SPM/SP2D Kuasa BUD;

b. surat penolakan penerbitan SP2D;

c. register sural penolakan penerbitan SP2D; dan

d. buku kas penerimaan dan pengeluaran Kuasa BUD.
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Bagian Kelima

Permintaan Nota Pencairan Dana (NPD) dan
Pertanggungjawaban Panjar

Pasal24

(1) PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapat melakukan
permintaan nota pencairan dana (NPD) sebagai lJang muka kerja
atau panjar kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu setelah mendapatkan persetujuandari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna J\nggaran.

(2) PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban atas penerimaan uang
muka kerja atau panjar yang teiah diterima dengan menyertakan
bukti~bukti pengeluaran yang sah.

(3) PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya panjar.

(4) Kelengkapan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam rangka pertangunggjawaban atas uang muka kerja
atau panjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bagian Keenam

Pertanggungjawaban Penggunaan D.ana .

Pasal25

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
administratif wajib mempertanggungjawaokan penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada
kepala SKPD/UKPD/PPKD meialui PPK-SKPD/UKPD/PPKD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban
pengeluaran meliputi : .

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

c. surat penolakan laporanpertanggungjawaban pengeluaran·
(SPJ); .

d. register penola:<an laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ); dan

e. register penutupan kas.

(3) Daiam mempertanggungjaWabkan pengelolaan uang persediaan, .
d?kumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1). meliputi :

a. buku kas umum;

b. buku pembantu simpanan/bank;

c. buku pembantu kas tunai
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d. buku pembantu pajak;

e. buku pembantu panjar;

f. laporar. pertanggungjawaban bendahar3 pengeluaran;

g. bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rineian obyek belanja yang sebagaimana tereantum yang dalam
dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

h. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara;

i. register penutupan kas; dan.

j. rekening koran.

(4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulannya dengan sepengetahuan
dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranl
PPKD.

(5) Dalam hallaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah sesuai, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranl
PPKD menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

(6) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyanipaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur.

(7) Untuk tertib IClporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampalkan
paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung
kepada pihak ketiga.

(9) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD/UKPD/PPKD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(10) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bend?hara
Pengeluaran Pembantu seeara fungsional sebagaimana dimaksud
pada .ayat (9) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengelu?rar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD.

(11) L&poran pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
ayat (9), terdiri dari :

a. Buku Kas Umum;

b. Buku Pembaritu Pajak;

c. Buku Pembantu Panjar;

d. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
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e. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
Belanja-Fungsional); dan

f. Rekenlng Koran.

Pasal26

Dalam melakukan verifikasi alas laporan. pertanggungjawaban yang
disampaikan, PPK-SKPDfUKPDfPPKD berkewajiban :

a. menelili kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukli-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan alaspengeluaran per rinclan obyek
yang tercantum dalam ringkasan pei' rincian obyek;

c. menghilung pengenaan PPNfPPh alas beban pengeluaran per
rincian obyek; dan,

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang dilerbitkan
periode sebelumnya. '.

Pasal27

(1) Pengguna AnggaranfKuasa Pengguna AngoaraniPPKD melakukan
pemeriksaan kas yang· dikelola oleh Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembanlu paling kurang 1 (salu) kali dalam
3 (l!ga) bulan.

(2) Pemeriksaan kas .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berila acara pemeriksaan kas. .

Pasal28

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial,belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak
terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaCln sesuai dengan

. ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal29

Dalam rangka pengisian dokumen unluk penalausahaan APBD dapat
menggunakan aplikasi komputer danfatau alat eleklronik lainnya,
dengan prosedur sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V

VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal30

Verifikasi dilakukan terhadap seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran
Daerah.

Pasal 31

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup aspek :

a. ketersediaan dana;

b. ketepatan tujuan pengeluaran;

c. kebenaran pembebanan anggaran;

. d. kebenaran tagihan;

e. kelengkapan dokumen;dan

f. kebenaran penatausahaan.

Pasal32

(1) Verifikasi berdasarkan aspek ketersediaan dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan mengecek
dokumen pengeluaran dengan dana tersedia dalam DPA-SKPD.

(2) Verifikasi berdasarkan aspek ketepatan tujlJan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal31 huruf b dilakukan dengan:

a. mengecek kesesuaian 'tujuan pengeluaran dalam dokumen
pengeluaran dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD;

b. mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen
pengeluaran dengan yang tercantum dalam kontrak/Surat Perintah
Kerja (SPK);

c. mengecek kesesuaian volume, jenis pekerjaan dan barang/jasa
dalam dokumen pengeluaran dengan yang tercantum dalam DPA­
SKPD.

(3) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran pembeban.an anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dengan
menguji ap2kah pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran
sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD.

(4) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf d dilakukan dengan meneliti kebenaran'
pengisian, perhitungan dan prosedur pengadaal1 barang/jasa dari
dokumen pengeluaran, persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur
pengadaan, perhitungan dan pengenaan pajak.
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(5) Verifikasi berdasarkan aspek kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal31 huruf e dllakukan dengan meneliti kelengkapan
dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti
penerimaan/pengeluaran yang dilampirkan, termasuk SPP untuk
penerbitan SPM maupun kelengkapan pendJkung SPM yang akan
disampaikan ke BUD untuk penerbitan SP2D oleh BUD.

(6) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran penatausahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan dengan mengecek
kebenaran pencatatandalam buku-buku yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti· penerimaanl
pengeluaran yang sah dan lengkap.

Bagian Kedua

Penerimaan Daerah

Paragraf 1

Verifikasi oleh Bendahara Penerimaan

Pasal33

Verifikasi penerimaan daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan,
PPK-SKPD/UKPD, dan PPKD.

Pasal 34

(1) Verifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah verifikasi
atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
pada SKPD, yang disampaikan paling lama setiap tanggal 5 bulan
berikutnya.

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah buku penerimaan dan penyetoran yang telah dilakukan
penutupan pada akhir bulan beserta register SuratTanda Setoran, dan
fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti penerimaan yang sah.

(3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, maka
Bendahara Penerimaan mengembalikan dokumen pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu disertai Surat Penolakan
Pertanggungjawaban Penerimaan Bendahara Penedmaan Pembahtu.

. (4) Penolakan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama1 (satu) hari kerja terhitung sejak.diterimanya
dokumenpertanggur.gjawaban. .

(5) Dalarn hal verifikasi sebagaiman dimaksud pada a'yat (1) telah sesuai,
. maka Bendahara Penerimaan membenkan Surat Pengesahan.

Pertangungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan menjadikan
dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
sebagai bagian dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.

(6) Pengesahan pertan\.Jgungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja tarhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.
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(7) Sural Penolakan Pertanggungjawaban Penerimaan Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Penerimaan
Bendahara· Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5). sebagaimana· tercanturn dalam Lampiran II
Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Verifikasi oleh PPK-SKPD/UKPD

Pasal35

(1) Verifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal· 33 adalah verifikasi atas
dokumen pertanggungjawaban administratif Bendahara Penerimaan
poada SKPD atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada UKPD,
yang disampaikan paling larna setiap tanggal10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup:

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan yang
telah ditutup pada .akhir bulan berkenaan;

b. Register Surat Tanda Setoran;

c. Salinan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah yang
telah diberikan kepada wajib pajak/wajib retriuusi.

(3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai,
maka PPK-SKPD/UKPD mengembalikan dokuman pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan pada SKPD atau Bendahara Penerimaan
Pembantu pada UKPD disertai sural penolakan pertangungjawaban
penerimaan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pellerimaan Pembantu
yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran.

(4) Penolakan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.

(5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai,
maka Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunn Anggaran menandatangani
Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan
pada SKPD atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada UKPD
sebagai bentuk pengesahan.

(6) Pengesahan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.

Paragraf 3

Verifikasi oleh PPKD

Pasal 36

(1) V~rifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh PPKD sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 33 adalah verifikasi atas dokumen
pertanggungjawaban fungsionalBendahara Penerimaan pada SKPD
atau Bondahara Penenmaan Pembar.tu pada UKPD, yang disampaikan
paling lama seliap tanggai 10 bulan berikutnY:1.
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(2) Dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Pertanggungjawaban
Fungsional yang telah dilampiri dengan :

a: Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan yang
telah ditutup pada akhir buian berkenaan;

b. Register Surat Tanda Setoran; dan

c. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu pada
SKPD.

(3) Dokumen pertanggungjawaban Bcndahara Penerimaan Pembantu
pada UKPD sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) adalah Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang telah dilampiri dengan :

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan yang
telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; dan

b. Register Surat Tanda Setoran.

(4) Verifikasi atas laporan bendahara penerimaan pada SKPD atau
Bendahara Penerimaan Pembantu pada UKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rangka rekbnsiliasi penerimaan.

Bagian Kedua

Pengeluaran Daerah

Paragraf 1

Verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran

Pasal37

Verifikasi terhadap pengeluaran daerah dilakukan oleh Bendahara
PengeliJaran dan PPK-SKPD/UKPD.

Pasal 38

(1) Verifikasipengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah verifikasi
atas dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 25 ayat (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD,
yang disampaikan paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak sesuai,
maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai
Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). .

(3) P.enolakan iaporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran sebagaimana .
dlm~ksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak .
dltenmanya dokumen perlanggungjawaban.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud iJada ayat (1) telah sesuai,
maka Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan menjadikan
dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagai bagian dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
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(5) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditedmanya
dokumen pertanggungjawaban.·

Paragraf 2

Verifikasi oleh PPK-SKPD/UKPD

Pasal39

(1) Verifikasi Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah verifikasiatas
dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UKPD, yang disampaikan
paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai,
maka PPK-SKPD/UKPD mengembalikan dokumGn pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau Bendahara Pengeluaran .
Pembantu pada UKPD disertai surat penolakan laporan pertangungjawaban
pengeluaran (SPJ) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

(3) Penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengellJaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen, pertanggungjawaban.

(4) Dalamhal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai,
maka PNKPA menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) sebagai bentuk pengesahan.

(5) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen pertanggungjawaban.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai beriaku, Peraturan Gubernur
Nomor 129 Tahun 2008tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya dan Peraturan Gubernur Nomor 83
Tahun 2010 tentang Verifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.·

. ..
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Pasal41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR5UD9

\

\
\

\

\
\

\

\
\
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Lampiran I. Peraturan' Gubernur Provinsi Daerah Khusus
IbuKota Jakarta

NomoI' 162 TAHUN 2013
Tanggal 20 Desember 2013

BUKU KAS PENERIMAAN DANPENGELUARAN KUASA BUD

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN I;lARIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

SURAT TANDA SETORAN

REGISTER SURAT TANDA SETORAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SPJ
.PENDAPATAN-ADMINISTRATIF)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SPJ
.PENDAPATAN-FUNGSIONAL)

SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN ATAU SPP-UP .

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI· UANG PERSEDIAAN ATAU
SPP-GU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAU
SPP-TU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGANITUNJANGAN
KINERJA DAERAH ATAU SPP-GAJI DAN TUNJANGANltUNJANGAN KINERJA
DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARAI'IG DAN JASA ATAU
SPP-LS-BARANG JASA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HIBAH, BAr~TUAN SOSIAL,
BANTUAN ,KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA, PENGELUARAN
PEMBIAYAAN, PENGEMBALIAN PENERIMAAN "iAHUN BERJALAN ATAU
SPP-LS HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK
TERDUGA, PENGELUARAN PEMBIAYAAN, PENGEMBALIAN PENERIMAAN
TAHUN BERJALAN

SURAT PERMOHONAN TAMBAHAN UANG

SURAT PERSETU.JUAN/PENOLAKAN TAMBAHAN UANG

KARTUKENDALI KEGIATAN

BUKU KAS UMUM

BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK

BUKU PEMBANTU KAS TUNAl

BUKU PEMBANTU PAJAK

BUKU PEMBANTU PANJAR

BUKU RINCIAN OBYEK B!:LANJA
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FORM 34

FORM 35

FORM 36

FORM 37
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FORM 40
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FORM 43

FORM 44

FORM 45

FORM 46

FORM 47

FORM 48

FORM 49

FORM 50

FORM 51

FORM 52

2

REGISTER SPP/SPM/SP2D BENDAHARA PENGELUARAN

REGISTER SPP/SPM/SP2D PPK-SKPD/UKPD/PPKD

SURAT PERINTAH MEMBAYAR ATAU SPM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB-UP/GU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB-TU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB-LS

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANAATAU SP2D

REGISTER SPM/SP2D KUASA BUD

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

REQISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

NOTA PENCAIRAhlDANA (NPD)

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TAMBAHAN UANG

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU TAMBAHAN
UANG

REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
(SPJ)

REGISTER PENGESAHAN LAPQRAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNG.IAWABAN (SPJ)

REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
(SPJ)

REGISTER PENUTUPAN KAS

SURATPENGESAHANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENGELUARAN

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA- ADMINISTRATIF)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ
BELANJA-FUNGSIONAL)

BERITAACARA PEMERIKSAAN KAS

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU KEPADA PPKD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TId.

JOKOWIDODO



FORM

~UJ(U I<A.~ PtNt~IMAANDAN PENGELUARANKUASA BUD

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

KUASABUD
Halaman ...........

Penerimaan Pengeluaran SaldoNomor Urut Tanggal Kode Rekening Uraian IRp) . IRo)' IRp)
1 2 ·3 4 5 6 7 = 5-6

Jumlah

c

............ , tanggal ..........
Kuasa Bendahara Umum

Daerdh

(tanda tangan)

Cara Pengisian :

KoJom 1 diisi dengan nomor urut transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan nomor tanggal transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan uraian kode rekening
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran kas
Koiom 7 diisi dengan jumlah saldo

o



BUKU PENER1MAAN DAN PENYEIORAN BcNDAHARA PENERIMAAN

PEMERINTAH pROVINSI OK! JAK,ARTA

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN

FORI

SKpDJUKPDlSKPKD '
Periode
Bendahara PenerimaanlBendahara

.Penerimaan Pembantu

SKPDJUKPDIPPKD'

: 1)
': 2)
: 3)

c

Penerlmaan Penyetoran
No.Urut

Tanaoal Nomar Buktl Cara Pembavaran Kade Rekenln Uralan JumJah Inl. No.SIS No. Valldasl Jumloh K.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l'

Jumlah Jumlah

Jumlah Penerlmaan

Jumlah yang disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaar : ..

Terdiri dari :
a. Tunal Rp.
b. Soldo Bank Rp.

.. " ,taoggal ". ,., ,.
Mengetahul,

pNKpNppKD'O)

Bendahara PenerimaaniBendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD/PPKD -)

(landa tangan)

(nama lengkapl
NIP.

.,) COlst yang lK1ak pet1u

(tanda tangan)

(nama leogkap)
NIP.

c

1) oiisi dengan nama SKPO/UKPD/PPKD yang bersangkutan
2) olisi dengan periode
3) oiisi dengan nama Bendahara PenerimaanIBendahara Penerimaan Pembantu $KPOJUKPDJPPKO
KoIom 1 dilsl dengan nomor urut
Kolom 2 diisl dengan tanggal panerim.aan
Kolom 3 dUsl dengan nomor bukti penarimaan

Kolom 4 dilsl dengan cara pembayaran: melalul kas bendahara penerimaan, bank, atau melalul kas umum daerah
Kolom 5 dUsl dengan detall kode rekening pendapatan asH daerah
Kolam 6 diisl denga:1 uralen pendapatan aesual dengan kode rakening
Kolom 7 dUsl dengan Jumlah pendl::lpa1an asll deareh
Kolom 6 diisl dengan tanggal P8nyeloran
Kclam 9 d!isl dengan Nomor STS
Koram 10 diisl dengen Jumlah uang yang disalor
Koram 11 diisJ dengan Ket8rangan Jlka diper1ukan
Jumlah penerimaan djjal d~ngan total jumJah penda~tan salama 1 bulan·

Jumlah diselOl"kan adalah Jumlah total peny.etcran pendapatan salama 1 bulan"

SaJdo Kas di Be~raPeneri.maan dii&:i de:lgan aiaa ku yang masih di pegang oIeh bendahara penerimaa,l balk dal:im be.otuk kas wnei, simpanan dI bank. ataupunlaino~
Kolom landa tangan dltandalangani oleh Bendahara Penerimao:mlBendaharaPenerimaan Pambanw dan PAlKPAlPPKO disertai nAma Jelas·



FORM 3

aUKU PI:MaANTU PI:R RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUKU PEMBANTU

PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

SKPD/UKPD/PPKD 0)
Kode Rekening
Nama Rekening
Jumlah Anggaran
Tahun Anggaran

: 1)
: 2)

: 3) Rp .
: 4)

Halaman'.... , ........

Nemer Ne. Buku Penerimaan Nemer STS & Bukti Jumlah
Urut . & Penyeteran Tanggal Seter

Penerimaan l.ainnya (Rp)

1 2 3 4 5

Jumlah Buian ini
Jumlah s.d. Bulan Lalu
Jumlah s.d. Bulan ini

c

.................... , tanggal .

Mengetahui,
PAlKPAlPPKD 0) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu 0)

(tanda langan)
(landa langan)

(nama lengkapl
NIP.. (namalen~

0) Corel yang tidak perlu

o Cara Pengisian :
1) diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

·2) diisi dengan nomor Kode Rekening SKPD/UKPD/PPKD yang bersangkulan.
3) diisi dengan jumlah anggaran.
4) diisi dengan Tahun Anggaran yang berjalan.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan Nomor·Buku Penerimaan dan Penyeloran.
Kolom 3. diisi dengan Tanggal Penyeloran STS/Bukli Penerimaan Lainnya.
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukli PenerimaanLainnya.
Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah Seloran STS/Bukli Penerimaan Lainnya



BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARlAN () FORM 4

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARlAN

SKPD/UKPD/PPKD
PNKPNPPKD
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu

Halaman'.............

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH
(Rp) (Rp) (Rp)

Nomor
Tanggal No. Bukti

Urut Koje dan Nama Kode dan Nama Kode dan Nama Kode dan Nama
Kode Re~enlng - Rp Kode Rekening - Rp Kode Rekening - Kode Rekening -
Rinclan Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

Mengetahui.
PAlKPAlPPKD *)

..................... langgal .

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
PemlJantu *)

(tanda langan)

(nama lengkapl

NIP.

(tanda langan)

~"iI!Jla lengkapl

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas.
Kolom 2 diisi dengan tanggalpenerimaan kas.

. Korom 3 diisi dengan Nomor Bu.kti perierimaan antara lain berupa
..... _,_._- ~ ,,'_, .', _.•....•_'_L __ ._,_,- _.. ~ ,__ ••_-'_ 6 .._l__



FORM 5

SKP-OAI:RAI-I

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVo
DKIJAKARTA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKP.DAERAH)

MASA
TAHUN

NO, URUT:
..............

c

NO.

2.

3

4

5

NAMA
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
TANGGAL JATUH TEMPO

KODE REKENING

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sanksl

Jumlah Keseluruhan

URAIAN PAJAK DAERAH

: a. Bungs
b. Kenaikan

JUMLAH (Rp)

c

Oenganhurut: , , , , .
PERHATlAN :

1. Harap penyetoran diJakukan pada Bank' Bendaha:ra Penerimaan ,., ... ,.... __ ,_ ...... ".

2. Apabila SKPD inl tidak slau kurang dlbayar lawat paling lama 30 han setelah SKPO diterima alau (tanggsl

Jatuh tempo) dikenakan sanksl admlnistIasl berupa bunga sebesar 2% per bulan.

. , tanggsl .
Kepala Dinas Pelayanan -Pajak

(ta.1da,tangan)

(naOla lengkapl

NIP,

.................................................................................................potbng di sinl : ..

ND.URUT:

TANDA TERIMA

NAMA
ALAMAT
NPWPD

*) Caret yang t1dak perlu

.....•..•.••.........•..•.......••.• , .•.......••..........•••..•......

...................................................... , ..

............... , tanggal ~ ..

Yang menerima, .

(tanda tangan)

(nama leogkapl

Catatan :

Penetapan jumlah SKP·qaerah didat:arkan pada nota perhltungan sebagai daw penetapan pajak.

"



FORM 6

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SURAT KETETAPAN RETRI[3USI

PEMERINTAH PROVo
OKIJAKARTA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
(SKR)

NO.URUT:

MASA
TAHUN

NAMA
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWk)
TAN<;JGAl JATUH TEMPO . : ..; ..

JUMLAH (Rp)URAIAN RETRIBUSI

-----+--~
KOOE REKENINGNO.

2

3
4

5

o
Jumlah Ketetapan Pokok Retrlbusi

Jumlah Saoksl : a. Bunga
b. Kenaikan

Jumlah Keseruruhan

Harap penyetoran diJaku~n pada Bank I Kantor Pos! Bendaha"ra Penerlmaan ,., , .

Apabila SKR In! tidak atau kurang dibayar lewat paling I~ma hari setelah SKR diterima atau (tanggal

latuh tempo) dikenakan sanks1 admlnistrasi berupa bunga sebesar % per bulan.

Denganhuruf: ..
PERHATIAN :

1.

2.

..... , tanggal ,..... ,......
PAlKPA

(lando tMgon)

Coama leookapl

NIP.

............... ', .' , " ,polong dl slnl , '" , , ", .

NO. URUT:

TANOA TERJMA

o NAMA
ALAMAT
NPWR

............... , , " •......•••.•.••.••..•.•.•...

.......... , , , , , ..
! , "., , , .

............... , langgoL .

Yang menerima,

(tanda tangan)

(nama lengkaQl

") Coret yang tidak perlu

Catatan;

Unt.uk Retribusl sepertl Retribusl Pasar, Retribusl Park!r, Retribusi Pelayanan Kesehatan. dan sejenls lainnya, format SKR
dapat berupa karcls dan benlUk lainnya sebagal alat bl.!kti penarlkan.



FORM 7

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No . Bank
No. Rekening
·m<PD/UKPD

Harap dilerima uang sebesar Rp..................................................................................... .
(dengan hUru!) (terbilang: .. , , , )

Uang ~ersebut dilerima pada tanggal .

Denoan rincian oenerimaanloendaoatan atau oenoembalian sisa UP/GUrrU sebaoai beriku!:

No. Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp)

1 2 3 4

Jumlah

c Mengelahul•.
PAlKPAlPPKD 0)

(landa tangan)

r4\lllfT'a lengkap)

') Corel yang lldak perlu .

Bendahara PenerimaaniBendahara Penerlmaan Pembantu atau
Sandahara PengaJuaranlSan'ahara Penge'uaran Pembanlu oJ

(tanda tangan)

(nama lengkapl

c

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan ".omor urut
Kolom 2 dii$i dengan kode rekening setiap rinda" obyek. penerimpan/pendapatan jika digunakan" untuk menyetor penerimaanJpendapatan.
Kolom 2: dlisi dengan kode rekening 1.1.01.03.01 (Kas dl Bendahara Penge[uaran) jika digunakan untuk menyetor slsa UP/GUo
Kolom 2 diisi dangan koda rekanlng belanja barkanean dansan Tambahan Uang (TU) Jika digunakan untuk manyator sisa TU,
Kolom 3 diisi dangan uralan nama rincian obyek panarimaanlpendapalan alau I<as dl Sandahara Pangeluaran Oika pangambaiian sisa UP/GU) ala
uraian nama kode rekenlng be/aoja berkenaan dengan pengembalian sisa TU,

Kolom 4 diisl dengan Jumlah nilal nominal panarlmaan/pendapalan satiop rincian obyek pandapalan alau pengamballan sisa UP/GUrru.

Catatan:
Formutir loi digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya)
atau
Formulir in; digunakan untuk meny.torpengembalian slsa UP/GUrrU



PEMERINTAH PROVINSI DKI.IAKARTA
REGISTER STS

FORMa...~- ... -

SKPD/UKPDJPPKD 'J

PAlKPAlPPKD 'J

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu .)

: 1)
: 2)

: , 3)

Kode
Uralan Jumlah Penyetor KetNo. No.STS Tan9gal

Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah

o

Mengetahui,
PAlKPAlPPKD')

(tanda tangan)

(nama lengk.1tl1l

') Coret yang tidak per!u

Cara Pengisian:

1) Oiisi dengan nama SKPOJUKPOJPPKO
2) Oiisi dengan nama PAlKPAlPPKO
3) Oiisi dengan nama 8endahara Penerimaan/8endahara Penerimaan Pembantu
Kolem 1 diis! dengan nomer unit
Kolom 2 diisi dengannomor STS
Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
.Kolom 4 diisi dengan kede rekening penyetoran STS
Kolom 5 diisi dengan uraian penyeleran STS
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah STS yang diselor
Kolom 7 diis! dengan nama penyetor STS
Kolom 8 diisi dengan kelerang}3n yang dianggap periu

....................:., tan9ga!

Bendahara
PenerimaanBendahara

Penerimaan Pembantu .)

(tanda tangan) .

(nama lengkaol



FORMS

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
TANOA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI •.•.•••••.•••...•.••

a) Bendahara PenerimaaniBendahara Perte~maan Pembantu , '" ..
Telah menerima ·uang sebesar Rp ..

b) (dengan huruf )
c) .dari Nama : ..

A1amat : ..
d) Untuk pembayaran ..

c f) Tanggal diterima uang

Kode Rekening > Jllmlah (Rp)

Mengetahui.
Bendahara PenerimaaniBendahara Penerimaan Pembanlu 0)

(tanda tangan)

(nama lengkag)

NiP.

Pembayar/Penyelor/Pihak Kellga *)

(tanda tangan)

(nama lengkag)

Lembar AslI
Sallnan 1
Salinan 2

0) Coret yang tidak perlu

: Untuk pembayarJpenyetorJpihak ketiga
: Untuk Bendahara PenerimaaniBendahara Penerimaan Pembantu
:·Ars!

c

Cara Penglsia" :

a) Bendahara PenerimaaniBendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD/UKPD;

b) TeJah menerima uang diisi dengan jumaJah uang yang diterima dari piha.1< ketiga, diisJ dalam rupiah dan kata-kata;
c) Nama dan A1amat dilsi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan pembayaran
d) Sebagai pembayaran diisi dengan uaraian peruntukkan pembayaran yang diterima dari pihak ketiga .
e) Kode rekening diisi dengan kode dan uaraian nama rekening atas pembayaran yang diterima dari pihak ketiga;
f) TanggaJ diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.

Catatan:

Formulir. ini digunakan untuk me"yetor pungutan daerah (pEjak daerah. retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari
pembayarJpenyetorJpihak ketiga ke bendahara penerimaanlbendahara penerimaan pembantu:



FORM 10

SPJ PENDAPATAN· ADMINISTRATIF

PfMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

(SPJ PENDAPATAN ·ADMINISTRI,TIF)

: 1)

: 2}

SKPDIUKPD/PPKD "
PAlKPAlPPKD 'j

Bendahara PenerlmaaniBendahara Penerlmaan
P b tu' ,em an

(dalam rupiah

SamjNIl dengan Bulan Lalu Bulin lnJ Sampal dlngan'Bu!an lnl

Jumlah Jumlah
Sln. Anggaran

Kode Jumlah Sin Vang Vang Bllum
RekeRlng Uralan

Anggaran Sis. .Angg~ran Anog,ran
SIlum r.ttllllUiIUPenerlmaan PlnYlwran Sis.. · Penerlmaan Plnyetoran Vang Vlng r,lah
Dla.tor Pelamp&uanr.,ulin.1 Dlselor .

Anug·ran

1 2 3 ·4 5 6=(5-4) 7 8 9=(8-7) 10={4+7\ 11=(5+8) 12=(11.10) 13=(3-10)

Jumlah

c
(taoda tangan)

(nama lengkap)

") Corelyang lIdak pe~u

o

Cara Penglslan:
1) Dlisl dongan nama SKPD/UKPDIPPKD
2) Oiisi dengan nama PAlKPAlPPKO
3) Olisl dengan nama Benclahara PenerimaaniBendahara Penerimaan Pembanw"
Kolom 1 diisl dengan kode rekenlng
KOlom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
Kolom 3 diisl dengan jumlah angg~ran

Kolom 4 dUsl dengan jumJah penerlmaan a.d. Bulan "Ialu
KoJom 5 diisl dengan junilah penyetoran s.d. Bulan lalu
Kolom 6"diisl dengan jUm!ah sisa penerimaan yang belum dlsetor s.d. Bulan lalu
Kolom 7 dijsl dengan JurnJah penertmaan Bulan Inl
Kolom 8 diisl dengan furnlah penyetoran Bulan inl
Kolom 9 diisf dengan Jumlah sisa penerlmaan yang belum disetor Bulan ini
Kolom 10 dUsl dengan Jumlah anggaran yang tereallsasl s.d. Bulan Inl
Kolom 11 dilal dengan jumJah anggaran yang telah dJsator s.d. Bulan Inl
Kolom 12 dUal dengan jumlah sisa penerimaan yang belum disetor s.d. Bulan Inl
Kor~m 13 diisl ~engan jumlah sisa anggaran yang beJum terealisasll pelampauan anggaran s.d. Bulan inl

Catatan :

Format Inl dlgunakan oleh bendahara penerlmaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban
secara administratif ke pengguna anggaran meJalui PPK-SKPO "



FORM 11

SPJ PENDAPATAN· FUNGSIONAL.

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENOAHARA PENERlMAAN

(SPJ PENDAPATAN • FUNGSIONAL)

(landa tangan)

loams lengkap)

....................... langgaJ .
Bendahara PenerlmaanBendahara Penerlmaan

Pembantu .)
" 18oggl:ll .

PAlKPA 'J

SKPD/UKPD/PPKD 'J : 1)

PAlKPAlPPKD" : 2)
Bendahara PenerimaaniBenda.hara Peneri~aan

P btu" '3)

~tanda tangan)

(nama leoQkao)

em an
(dalsm rupiah

Sampal dengiln Bulan LaJu Bulan Inl Simpil dengiln Bulan lnl

Jumlah Jumlatl
51•• Anggaran

Kodl Jumlah
.Ang"ar.n

SraaVang Vanll Belum
Rlkeolng Uralan

Anglln.n PenyetoraR 51•• Anguat..n Sllum TaruUuaUPenerlmnn Pllny.toran Sill. Pen,rimnn
Vang VangT.lah DIs8tor Pelampauan

Teiullual Dlselor
Ang\l&fan

3 • 5 6=(5-4) 7 • 9=(8-71 10=C4+n 11=(5+6' 12=(11-10 13=(3-1011 2

Jumlah

c
*) Coret yang t1dak perlu

o

Car. Penglslan:
1) Diisl dengan nama SKPOIUKPDIPPKD
2) DJisl dengan nama PNKPA/PPKO
3) DUsl dengan nama Bendahara PanerJmiianiBendahara Penerimaan Pembantu
Kolom 1 diisl dengan kode rekening
Kolom 2 diisi dengan uralan nam," kode rekeniog
Kolom 3 diisi dengan jumlah arlggaran
Kolom 4 diisl dengan JumJah penerimaan s.d. Bulan lalu
Kclom 5 diisi dengan jumlah penyetoran s.d. Bulan lalu
Kolom 6 diisl dengan jumlah alsa penerimaan yang belum disetor S.d. Bulan lalu
Kolom 7 diisi dangsn jumlah .pen~rimaan Bulan inf
Kolom adiisl dengan jumlah penyeloran Bulan Ini
Kolom 9 diisl dengan Jumlah .Iaa penerlmaan yang belum disetor Bulan Inl
Kolom 10 wisl dengan jumlah anggaran yang terealisasl s.d. Bulan In!
Kolom 11 diisi dengan jumlah anggaran yang telo.h dlsetor s.d. Bulan in!
Kolom 12 diisl denganjumlah aisa penelimaalJ yeng belum disetor s.d. Bulan Inl
Kolom 13 diisi dengen jumlah aisa an.ggaran yang bolum terealisasif pelampauan anggaran S.d. Bulan ini

Catata" j

Fonnet inl digunakan oleh bendahara penerimaan delam ranl;lka melakukan pertanggungJawaban
secara fungsional ke PPKO

.,



LAMPIRAN 1 SPO NOMOR : .
BELANJA T10AK LANGSUNG
PERIOOE BULAN: ..
TAHUN ANG,GARAN : ................... (Dalam Rupiah

Nomor OPAlOPPA-
Anggaran

Akumulasi Pada SPO Jumlah Pada SPO
Sisa Anggaran

SKPOJUKPOJPPKO .) Sebel,umnya Periode Inl

1 2 3 4 5

,.
Jumlah

Jumlah Penyediaan Dana Belanja Tijak Langsung Rp
(Terbilang :

.) Corel yang lidak pcrlu

Cara pengisian:

....................)

Ditetapkan di ..
pada langgal .

PPKD SELAKU' BUD

(landa langan)

(nama lengkcml
NIP.

Kolom 1 diisi dengan nomQr DPNDPPA-SKPDJUKPDJPPKD
Kolom 2 diisi dengan jumlah anggaran
Kolom 3 diisi dengan jumlah akumulasi anggaran yang telah diterbitkan SPD sebelumnya
Kolom 4 diisi ,dengan jumlah anggaran yang diterbitkan SPD-nya periode ini
Kolom 5 diisi dengan jumlah sisa anggaran yang belum diterbitkan SPD-nya

o o



LAMPIRAN 2 SPDNOMOR : ••.••. : .••••••
BELANJA LANGSUNG
PER/ODE BULAN: •.••••..•..•••.••
TAHUN ANGGARAN : •.••.•••.•••••..•.• Oalam Runiah'

No. Nomor OPAlDPPA·
Akumulasi Pada Jumlah

Urut IDPAL-SKPO/UKPD/PPKD .)
Program Kegiatan Anggaran SPO PadaSPD

Sisa

1--C-1
·Sebelumnva Periode Ini

Anggaran

2 3 4 5 6 7 8

Jumlah ..

Jumlah Penyediaan Dana Belanja Langsung : Rp .
(Terbilang: : .)

.)
Corel yang lidak perlu Oilelapkan di .

pada langgal , .

PPKD SELAKU BUD

(tanda tangan)

eara pengisian:

Kolom 1 dii~i dengan nomor unul
KoJom 2 diisi dengan nomor OPAlOPPAlOPAL-SKPO/UKPO/PPKO
Kolom 3 diisi dengan kode dan nama program

(nama lengkapl

NIP.

Kolom 4 diisi denga.n kode dan nama kegialan serta kode rekeningnya
Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran program, kegialan dan kode rekcningnya
Kolom 6 diisi dengan jumlah akumulasi anggaran program, kegialan dan kode rekeningnya yang leJah dilerbitkan SPO sebelumnya
Kolom 7 diisi dengan jumlah anggaran program. kegialan dan kode rekeningnya yang dilerbitkan SPO-nya periode ini
Kolom 8 diisi dengan jumlah sisa anggaran program, kegialan dan kode rekeningnya yang belum dilerbitkan SPO-nya

o o



LAMPIRAN 3 SPO NOMOR : ..
Pengeluaran Pemblayaan
PERIOOE BULAN: ••••••••.•.......
TAHUN ANGGARAN: •••••.••.•••••••.•• lDalam Rupiah'

Nomor OPAlDP?A-
Anggaran

Akumulasi Pada SPO Jumlah Pada SPO
Sisa Ahggaran

SKPOJUKPOJPPKO .) Seb'elumnya Perlode Ini

1 2 3 .4 5

Jumlah

Jumlah Penyediaan Dlma Belanja Tidak Langsung Rp , .
(Terbilang: , )

.) Corel yang lidak perlu

Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor DPAJDPPA-SKPDJUKPOJPPKD
Kolom 2 diisi dengan jumlah anggar~n

Ditetapkan di ..
pada langgal

PPKO SELAKU BUD

(landa tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Kolom 3 diisi dengan jumlah akumulasi anggaran yang telah dilerbitkan SPD sebelumnya
Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran yang diterbltkan SPD-riya periode ini
Kolom 5 diisi dengan jumlah sisa anggaran yang beJum diterbitkan SPD-nya

o o



c

Menimbang

Mengingat

FORM 12

PEM';:RINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR TAHUN .

TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANAANGGARAN BELANJA DAERAH T"HUN ANGGARAN ....

PPKD SELAKU BUD

bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun aoggara" .
berdasarkan aoggaran kas yang teJah ditetapkan. perlu disediakan pendanaan denga" menerbitkan Surat Pe"nyediaan
Dana (SPD); . .

1 Peraturan Daerah Provlnsl OK! Jakarta, Nom.or , Tahun........•.• tentang Penetapan APBD/APBD-P , Provinsl OKI
Jakarta Tahun Anggaran '

2 Peratura" Gubemur Nomar Tahun , tentang penjabaran APSD Provinsl OKI Jakarta Tahun
Ariggaran ; .

3 Pe~a:turan G'.Jbernur Nomor '~""" Tahun •.. ,.. tentang Sistem dan PrQsedur Pengelolaan Keuangan Daerah
. Provlnsl OKI Jakarta

4 DPNDPPNDPAL-SKPD/UKPD/PPKD'j .. ,.. " , ,, , (daltar nOiTlor terlampir)

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsl OKI Jakarta Nomar Tahun ,." 1a09gal tentan9 PenetapanlPerubahan OJ

Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.rah Provinsl DKi Jakarla Tahun Anggaran ., ..... ,... mer,elapkanlmenyediakan kredit anggaran
sebagal berikul :

1. Dltujukan kepada Kode dan nama SKPD/UKPDJPPKD'j
2. Nama Pengguna. Anggaran/Kuas~ Pengguna Ansgaran
3. Nama Bendahara Penge:uarani

Bendahara Pengeluaran Pem~antu

4. Jumlah Penyediaan Dana

5. Untuk Kebuluhan
6. Ikhtlsar Penyediaan dana.

a. Jumlah dana DPNDPPAJDPAL-SKPDJUKPD/PPKD'
b. Aku~ulasi SPO Sebelumnya
c. Sisa Dana yang BeJum'dl-SPO·kan
d. Jumiah Dana yang dl-SPD-kan saal inl
e. Sisa Jumlah Dana DPNDPPNDPAL-SKPD/UKPDJPPKD'

yang Belum di-3PD-kan

7. Kete~tuan-ketentuan lain

OJ Coret yang tldak perlu

:Rp , ,.
(t.rbllang: , )

: Bulan " ..

: Rp ..
; Rp ..
: Rp .
: Rp : ..
: Rp .

(terbllang ,., , , )

Diletapkan di
. pada tanggal

PPKD SELAKU BUD
. (Ianda tangan)

(nama lef\IDs.W

NIP.



c

c

FQRMJ~

SPPUP

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSE01AAN (SPP-UP)

Nomor :1) , Tahun 2) .

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD 'J

SKPO/UKPO/PPKO' 3)
OiTempat

Oengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi OKI Jakarta NomoI......... Tahun tentang
Penjabaran APBO, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai
berikut

a SKPO/UKPO/PPKO'J : 3)
b OasarPengeluaran SPO Nomor : : 4)
c JumJah SPO : Rp 5)

(terbiJang: )
d JumJah Pembayaran yang Oiminta : Rp 6)

(terbilang: : )
e Nama Bank dan Nomor Rekening : 7)
f Kode Rekening dan Uraian Kode, : 1.1.01.03.01 - Kasdi Bendahara Pengeluaran

Rekening Pembebanan

9 Untuk Keperluan : Pengisian Kas Bendaham Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran,. . .
Pembantu Bulan ......... 8)

Sendahara.PengeluaranlSendahara Pengel"aran Pembantu
. SKPD/UKPD/PPKD'I

(landa tangan)

(nama lengkap)

NIP.

") Caret yang tidak perliJ

Cara pengisian:
1) Dilsi dengan nomor SPP·UP
2) Oilsi dengan tahun anggaran
3) Oilsi dengan nama.SKPO/UKPoipPKO
4) Oiisi dengan nomor SPO yang menjadi dasar pengajuan SPP.UP
5) Oilsi denganjumlah rupiah SPO yang diterbikan .
6) Oiisi derigan jumlah rupiah SPP-UP yang diminta
7) Oilsi dengan nama bank dan nomor rekening pembebanan SPP-UP
8) Oiisi dengan nama bulan pengajuan.SPP-UP



SPPGU

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEOIAAN (SPp·GUj

Nomor: 1) Tahun 2) .

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran/Kuas'! Pengguna Anggaran/PPKO 'J

SKPO/UKPO/PPKD 1 3)
OiTempal

Oengan memperhalikan Peraturan Gubernur Provins! OKI Jakarta Nomor Tahun lenlang
Penjabaran APBO, bersama ini kami mengajukan Sural Perminlaan Pembayaran Ganli Uang Persediaan

. sebagai berikut: .

a SKPO/UKPO/PPKO 'J . : 3)
b Oasar Pengeluaran SPO Nomor : 4)
c Jumlah SPO : Rp 5)

(lerbilang: )
d Jumlah Pembayaran yang Oiminta : Rp 6)

".
(lerbilang: )

e Nama Bank dan Nomor Rekening : 7)
f Kode Rekening dan Uraian Kode : 1.1.01.03;01 . - Kas dl Bendahara Pengeluaran

Rekening Pembebanan .

9 Untuk Keperluan : Pengisian Ganti Uang Persediaan Bendahara

PengeJuaran/Bendahara Pengeluaran Pembanlu 'J Bulan ...... 8)

Bendahara PengeluaraniBundahara Pe-ngeluaran Pembantu
SKPD/UKPD/PPKD'I

(landa langan)

, Corel yang tidak perlu

..... lnpma Jengkap)
NI .

Cara pengisian:
1) Oiisi dengan nomor 'SPP-GU
2) Oiisi dengan tahun anggaran
3) Oiisi dengan nama SKPO/UKPO/FPKO
4) Oiisi dengan nemer SPO'yang menjadi dasar pengajuan SPP-GU
5) Oiisi dengan jumlah rupiah SPO yang diterbikan
6) Oiisi dengan jumlah rupiah SPP-GU yang diminta
7) Oiisi dengan nama bank dan nomer rekening pembebanan SPP-GU
8) Oiis! dengan nama bulan pengajuan SPP-GU .

....



c

SPP·TU

PEMERINTAH PROVINSI OKI.JAK,ARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSE·oiAAN

(SPP·TU)
Nomo: 1) , Tahun 2) ..

Kepada Ylh.
Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna AnggaranlPPKD ')

SKPD/UKPD/PPKD') 3)

Di Tempal

Dengan memperhalikan Peraluran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomer Tahun ..
lentang Penjebaran APSO, barsama ini kami mengajukan Sural Perminlaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

OJ
a SKPD/UKPD/PPKD : 3)
b Dasar Pengeluaran SPD Nomor : : , 4)
c Jumlah Dana SPD . : Rp 5.)

(lerbilang: )
d Jumlah Pembayaran yang Diminla : Rp c 6)

(lerbilang: )
e Nama Bank dan Nomor Rekening : 7;

FORM 15

f Unluk Keperluan

Rincian Keperluan 8)

:Tambahan Uang Persediaan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanlu OJ

Ne
Kede dan Nama Kede Uraian

Jumlah
Kegiatan Rekening Nama

1 2 3 4 5
1.

2.
'.

dst

9 Alasan Pengajuan SPP-TU

*) Ceretyang lidak perlu

: 9)

Bendahara Pen9~i~·~~a~B~~d~h~~~·P~·~g~i~are.'Pembantu
SKPD/UKPD/PPKD '} .

(landa tangan)

(nama lengkapl

.Cara pengisian:
1) Diisi dengan nemer SPP·TU
2) Diis; dengan tahun anggaran
3) Oiisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD
4) O~isi dengan ~emer SPD yang menjadi dasar pengajuan SP?-TU
5) 0IiS! dengan Jumlah rupiah SPO yang diterbikan
6) OIIS~ dengan Jumlah rupiah SPP-TU yang diminta
7) Dlls} dengan nama bank dan nemer rekening
8) Kelem·1 diisi dengan nomor urut

Kelem 2 diisl dengan Kode d~n Nama Kegiatan

Kolom 3 diisi dengan Kode rekening

Kolom 4 diisl dengan uraian nama kede rekening,
Kelem 5 diisi dengan jumlah rupiah

9) Diisi denQan Rlasan oenQaiuan oermehenan TU



F:()Rrvr 16

SPP LS Gail dan Tunjangan/Tunjangan Klnerja Daerah 'j

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTJI,
SURAT PERMINTAANPEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGANITUNJANGAN KINERJA DAERAH

(SPP LS GAJI DAN TUNJANGANITUNJANGAN KINERJA DAEAAH) *)
Nomor: 1) " "" Tahun2) .

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
SKPD 3)
01 Tempat '.

: 1. Kodering, Uraian Kodering, Rp 9)
: 2. Kodering, Uraian Kodering, Rp ..
: 3. Kodering, Uraian Kodering, Rp ..

4.dst.., , ' , ..

f

9

d

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provlns! DKI Jakarta Nomor .. , ..... , Tahun ...... tentang
Penjabaran APBD, bersama Inl kami mengajukan Surat Permintaan Pembayar\ln Langsung Gajl dan
TunjanganfTunjangan Kinerja Daerah sebagal berlkut:
a SKPD : , 3)
b DasarPengeluaran SPD Nomor ' : .4)
c Jumlah Dana SPD : Rp 5)

(terbiiang: , , )
Untuk Keperluan Bulan : 6)

e Jumlah Pembayaranyang Diminta : Rp 7)
(terbiiang: ", )

Nama Bank dan Nomor Rekening : .. ' 8)
Kode Rekening dan Uraian Kode
Rekenlng serta Jumlah Rupiah
Pembebanan

c

,.""", Tanggai ..
Bendahara Pengeluaran

(Ianda langan)

(nama lengkapl

NIP.

o *) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:
1) Diisi dengan nomor LS Gaji dan TunjanganlTunjangan Kinerja Daerah
2) Oilsi dengan lahun anggaran
3) Olisl dengan nama SKPO
4) Oiisi dengan nomor SPD yang menjadi dasar pengajuan LS Gajl dan TunjanganlTunjangan Kinerja Oaerah
5) Oilsi dengan jumlah rupiah SPO yang dllerbikan
6) Oilsi dengan nama buian pengajuan Gajl dan TunjanganlTunjangan Kinerja Oaerah
7J. Oiisi dengan jumlah rupiah LS Gaji dan TunjanganlTunjangan Kinerja Oaerah yang diminla
8) Oiisl dengan nama bank dan nomor rekening
g) Oilsi dengan kode rekening dan uraian kode rekenlng serla jumlah rupiah pembebanan SPP-Gaji dan
TunJanganlTunjangan Kinerja Oaerah '



I-UHM'..- .•. -- ...

SPP'LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SFP.LS.BARANG DAN JASA)
Nomor: 1) Tahun 2) .

Kepada Ylh.
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPPKD .)

SKPD/UKPD/PPKD ' : 3)
DiTempat

Dengan memperhatikan Peraluran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor ......... Tahun ...... lentang Penjabaran
APBD, bersama ini kami mengajukan Sural Perminlaan Pembayaran Langsung Barang dang Jasa sebagai berikut:

: 9)
: 10)

: 1. Kodering, Uraian Kodering, Rp 11)
: 2. Kodering, Uraian Kodering, Rp .
: 3. Kodering, Uraian Kodering, Rp .
4.dst.. .

c

a
b
c

d

e
f

9

SKPD/UKPD/PPKD 'j : 3)
Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ..4)
Jumlah Dana SPD : Rp :.. 5)

(lerbila~g: : )
Jumlah Pembayaran yang Diminla : Rp 6)

(lerbilang: : )
Nama Pihak Keliga : 7)
Nama Bank dan Nomor Rekening Pihak Keliga :...... 8)
Unluk Keperluan
1. Kode dan Nama Program
2. Kode dan Nama Kegiatan
3. Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening
serta Jumlah Rupiah Pembebanan

o

Mengetahui.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(nama lenakap)

NIP.

... : , Tangga!... .
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPO/UKPO/PPKO *)

(tanda langan)

(nama lenakap)

NIP.

*) Corel yang tidak perlu

Cara pengisian:
1) Oiisi dengan nomor SPP-Barang dan Jasa
2) Oiisi dengan tahun anggaran
3) Oilsi dengan nama SKPO/UKPO/PPKD

4) Oilsi denaan nomor SPO yang.menjadi dasar pengajuan SPP-Barang dan Jasa
5) Oiisi dengan jumlah rupiah SPO yang dilerbikan
B).Oiisi dengan jumlah rupiah'SPP·Barang dan Jasa yang diminta
7) Oilsi dengan nama pihak ketiga
8) Oiisi dengan nama bank dan namor rekening pihak ketiga
9) Oiisi dengan nama dan kode program
10) Oilsi dengan nama dan kade kegiatan .

11) Oilsi dengan kade rekening dan uraian kade rekening serta jumlah rupiah pembebanan SPP-Barang dan Jasa



FORM 1

•

SPP LS-Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuang.nfBelanja Tidak
Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian
Penerimaan/Pendapatan Tahun Berlalan *j

PEMERINTAH PROVINSI DK! JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HIBAH/BANTUAN SOSIAUBANTUAN KEUANGAN

(SPP LS HIBAH/BANTUAN SOSIAUBANTUAN KEUANGAN/BELANJA TIDAK TERDUGAIPENGELUARAN
PEMBIAYAAN/PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN BERJALAN *)

Nomor:1) Tahun 2) .

Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan Da.erah
Oi Tempat

: Rp 5)

: 6)
: 7)
: 8)
: 1. Kodering,Uraian Kodering, Rp........ g)

d

Oengan memperhatikan Peraturan Gubemur Provinsi OKI Jakarta Nomor ......... Tahun ...... tentang Penjabaran APBO•.
bersama in! kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
TerdugaiPengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan') sebagai berikut:

a Dasar Pengeluaran SPO Nomor : 3)
b Jumlah Dana SPO : Rp 4)

(terbilang: )
c ·Jumlah Pembayaran yang Oiminta

(tarbllang: )
Nama PenerimaJPihak Ketiga
Nama 'Bank dan Nomor Rekening penerima/Pihak Ketiga
Untuk Keperluan
Kod.e Rekening dan Uraian Kode Rekening serta Jumlah Rupiah
Pembebanan

e
f
9

c

: 2. Kodering, Uraian Kodering, Rp ..
: 3. Kodering, Uraian Kodering, Rp ..
: 4. dst

........, Tanggal ..
Bendahara Pengeluaran PPKD

(landa langan)

(nama lengkaO>

NiP.
') Caret yang lidak pertu

o
Cara pengisian:

1) Oiisi dengan nomor SPP-LS HibahIBantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belunja Tidak TerdugaJPenge!uaran
Pembiayaan/Pengembalian P.enerimaan Tahun Berjalan
2) Oiis! dengan tahun anggaran

3) Oiisi dengan nomor SPO yang menjadi dasar pengajuan SPP-LS Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
TerdugaJPengeluaran PembiayaanlPengembalian Penerimaan Tahun Berjalan
4) Oilsi dengan jumlah rupiah SPO yang diterbikan
5) Oiisi dengan jumlah rupiah yang. diminta atas SPP-LS Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan KeuanganlBelanja Tidak
TerdugaJPengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Be~alan

6) Oiisi dengan nama penerima/pihak ketiga yang menerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
TerdugaJPengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan
7) Oiisi dengan nama.bimk dan nomorrekening penerima/pihak ketiga
8) Oilsi dengan uraian keperluan pengajuan SPP-LS berkena,m .
9) Oiisi dengan kode rekening dan uraian kode rekening serta jumlah rupiah pembebanan SPP-LS Hibah/Bantuan
Soslal/Banluan Keuangan/Belanja Tidak Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan

Jika SPP-LS diterbitkan untuk. pengembalian penerimaan/pendapatan tahun berjalan. maka kode pembebanan sesuai dengan
kode rekening pengembalian penerimaan/pendapatan berkenaan



·.EQRfvI.·

SURAT PERMOHONAN TU

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERMOHONAN TAMBAHAN UANG

Nomo: 1) Tahun 2) .

.Kepada Ylh.
kepala UPPKlBidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 'J

Di Tempal

Dalam rangka melaksanakan kegia!an yang mendesakllidak dapal dilunda, dengan ini kami mengajukan
permohonan lambahan uang persediaan (TU) dengan rineian sebagai berikul :

a SKPD/UKPD/PPKD OJ : 3)

b Jumlah TU yang Diminla : Rp 4)
(lerbilang: )

c
e Unluk Keperluan

Rineian Keperluan 5)

:Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeiuaran Pembahlu OJ

No
Kode dan Nama

Kode Rekening
Uraian Nama

Jumlah
Kegialan Kode Rekening

1 2 3 4 5
1.

2.

dsl

d Aiasan Pengajuan SPP-TU

.) Corel yang lidak perlu

: 6)

........, .
PAlKPAlPPKD" .

(tanda tangan)

(nama lengkaDl

Cara pengisian:
1) Diisi dengan nomor Gural Permohonan TU
2) Oiisi dengan lahun anggaran
3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD
4) Diis! dengan jumlah rupiah Permohonan TU
5) Kolom 1 diis! dengan nemer urut

Kelem 2 diisi dengari Kede dar. Nama Kegiatan
Ko!om 3 diisi dengan Kode rekening
Kelom 4 diisi dengan uraian nama kede rekening
Kolom 5 dilsi dengan jumlah rupiah

6) Diisi dengan alasan pengajuan permohonan TU



FORM2. -...._.,~-- _.'.

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN TU

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
BPKO

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN TU')

................ , 20

Kepada Ylh,
PAlKPA
SKPD/UKPD/PPKD 0)
.........................................
dl-
..... , ....................................................

Nomor: ..
Lampiran .
Perihal : Perselujuan/Penolakan TU 0)

Berdasarkan hasil telaahan atas permohonan pemberian TU Sa~dara Nomor.... Tanggal...

C Sehubungan dengan hal tersebut, kami setuju untuk memberikan TU sejumlah Rp.... (terbilang .....) untuk
digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan pe,rundang-undangan. Rincian persetujuan TU terlampir 1)

Sehubungan dengan hal tersebut. kami menolak unWk memberikan TU karena lidak s.esuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.2) , '

Demikian disampaikan, alas perhatiannya diucapkan terima kasih.

............ , tanggal ..........
Kepala UPPKlBidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah

(tanda tantlan)

(nama lengkap)
NIP ,

1) digunakan apabila menerbitkan surat persetujuan TU
2) digunakan apabila menolak persetujuan TU

.) Coret yang tidak perlu

Lampiran Persetu'uan TU

No
' Kode dan Nama Kode Uraian Nama

Kegiatan Rekening Kode Rekening
Jumlah

1 2 3 4 5
1.

2.

dst



FORM
KARTU KENDALl KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KARTU KENDAll KEGIATAN

: 1)

: 2)
: 3)

SKPD/UKPD/PPKD')
Nama Program
Nama Kegiatan
Nama PPTK : 4)

PAGU REALISASI KEGIATAN (Rp)
ANGGARAN
KEGIATAN GU LS SISA PAGl

KODE (Rp) ANGGARAINo. Uru!
REKENING

URAIAN
. TU Total (Rp)UP

Akumulasi s:d Akumulasis.d Bulan Bulan
LSs.dUP/GUfTU Bulan GU s.d bulan Bulan

ini inl bulan inilalu ini lalu

7 8=6+7 9 . 10 11 '12='0'+'11 13=5+9+12 14=3-131 2 3 4 5 6

Jumlah

c

M.n~.tah~~
PAlKPAlPP"O

(tanda tangan)

(nama leogkap)

..................• tanggal ., .
Pejabat Pulak&ana Teknls Keglatan

(tands tangan)

(nama lengkapl

Cara Penglslan:
1) Olis! dengan nama SKPOIUKPO/PPKO
2) Diisi dengan kode dan nama program
3) Diisi dengan kode dan nama kegiatan
4) Diisi dengan nama PPTK
Kolom 1 diisl dengan nomar urut
Kolom 2 diisl dengan nomor rekening atas kegiatan berkenaan
Kolom 3 dUsl dengan pagu' aoggaran atas kegratan untuk pengcluaran UP/GUrrU/LS
KoJom 4 dlisi dengan uraian realis8si belanja
Kolam 5 diisi denga,n jumlah rupiah realisasl belan;a UP alas kegiatan
Kalom 6 dilsi deng~n jumlah rupiah r!3alisasi belanja GU s.d. Bulan lalu
Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah reallsasl belanja GU BUlan Ini
Kolom 8 diisi dengan jumlah rupiah akumulasi realisasi belanja GU s.d. Bulan ini
Kolol1l 9 dilsl dengan jumlah rupiah realisasi belanja TU alas kegiatan
Kolom 10 diisl dengan Jumlah rupiah reallsasi belanja LS s.d. Bulan lalu
Kolom'11 diisl dengan jumlah rupiah realisasi belanja"LS Bulan ini
Kolom 12 ~jjsi denganjumlah rupiah akumulas: realisasi belanja LS s.d. Bulan inia %m 13 diisi de"ngan jumlah rupiah total akumulasl raalisasi belanjcJ UP/GUrrU lS

. KoJom 14 diisi dengan jumlah rupiah sisa pagu anSgaran .



FORM 22
... ~ ~-

BlIKU KAS UMUM

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM

SKPO/UKPO/SKPKO')
PAlKPAlPPKD')
Bendahara PengeluaraniBendahara Pengelua.-an Pembanlu
SKPO/UKPO/PPKD'

: 1)
: 2)
: 3)

Halaman

P
Rp. Rp.
rR~p:..... ....:.:Rt::p. _

- .;.:R:;;.p. _

.......................... 5)

.......................... 6)

.......................... 7)

Rp.
Rp.
Rp.

Jumlah bulanllanggal
Jumlah sampai bulan lalultgl
Jumlah semua sid bUlanilanggal

......
Penerlmaan ,Pengeluaran SaldoNo,Urut Tanggal Kode Rekenlng Uralan

RD. RD, RD.
3 4 5 6 7-5-61 2

R. Rp.

Pada hari ini tanggal.. ,20 ..
Salde Buku Kas Umum Rp (Ierbllang ) 4)
terdiri dari.:
a. Tunai
b. Salde Bank

. c. Sural Berharga (Panjar dll)

Mengelahui,
PAlKPAlPPKO .)

.. ,Ianggal ..

Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran
Pembanlu SKPO/llKPO/PPKO ") ,

(Ianda langan) (Ianda langan)

(nama lengkapl
NIP.

(nama lengkapl
NIP.

•) coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :
1) Oiisi dengan nama SKPO/UKPO/PPKO.
2) Oilsi dengan nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKO.
3) Oilsi dengan nama Bendaha:.. Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.
4) Oiisi denganjumlah salde buku kas umum , '

, 5) Oiisi dengan jumlah kas tunai lbrangkas) lermasuk didalam j,umlah pelengan pajak & pelengar, lainnya yg beium diseler/dikembalikan
6) Olisi dengan jumlah salde buku slmpananlbank
7) Olisi dengan jumlah sural berharga misalnya panjar dll
Kelem 1 dlisi dengan nemer urut pen,erimaan kas alau pengeluaran kas.
Kelem 2 dilsl dengan tanggai Iransaksi penerlmaan kas alau pengeluaran kas.
Kelem 3 dlisi dengan'kede rekening lransaksi penerimaan kas alau pengeluaran kas.
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas stau pengeluaran kas.
Kelem 5 diist'dengan jumlah rupiah Iransaksi penerimaan kas.
Kelem 6 dlisi dengan jumlah rupiah Iransaksi pengelu.ran kas.
Kolem 7 dlisi dengan jumlah rupiah'salde kas.

Catatan:

1. Penge~aan Buku Kas Umum dapat menggur.akan aplikasilsoftware berbasis teknologi informasUk.omputer dan SKU dianggap sah apabila
lelah dicetak dan dilandalarogani eleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna AnggaranlPPKO.

2. Penandalanganan eleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD pada BKU dllakukan pa~a saal BKU dilulup dan
dipertanggungjawaban eleh Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran ke PPKD danlalau pada saal dilakukan pemeriksaan eleh ,
aparat pemeriksa internal dan/stau pemeriksa eksternal.

3. Penandalanganan oleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran/PPKO pada BKU dllakukan paca saat pengajuan penerbilan
SP20 sebagai salah salu dekumen keiengkapan SP2D (GUITU).

4. Apabila penge~aan BKU menggullak2n aplikasi/seftware berbasis leknelegi In(ermasilkempuler dan'apabila te~adi kesalahan
pencalalatan pada periede s"letah BKU dttulup maka untuk memperbalkilmengkereksi kesalahan BKU lersebut dilakukan dengan mencetak
BKU dan dltandalangani ulang eteh Pengguna AnggaraniKuasa Peng9una AnggaranlPPKD serta disampaikan kepada PPKD danInspeklera!., .



BUKU PEMBANTU 5JMPANANIBANK FORM 23

.PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA

BUKU PEMBANTU SIMPANANI BANK
BENOAHARA PENGELUARAN

SKPO/UKPO/SKPKD 0)

PAlKPAlPPKD 0)
Bendahara Pengeluaran IBendahara Pengeluaran

Pembanlu SKPD/UKPD/PPKD 1

Halaman .............,
Penerimaan Pengeluaran Saldo

No. BKU Tanggal Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 4-5

Jumlah

c

Mengetahui,
PAlKPAlPPKD 'j

(tanda tangan)

.................. , tanggal .
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPD/UKPD/PPKD 0)

(nama lengkapl
NIP (tanda tangan)

(nama lengkapl
NIP

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor SKU penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank

Koiom 2 diisi dengan langgallransaksi penerimaan alau pengeluaran simpanan/bank
Koiom 3 diisi dengan uraian penerimaan alau pengeluaran simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank

0) Corel yang lidak perlu



BUKU PEMBANTU /CAS TUNAl FORM 24

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAl
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD/UKPD/SKPKD 'j

PNKPNPPKD *)
Bendahara Pengeluaran IBendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

Halaman ........ ,' ....
Penerlmaan Pengeluaran Saldo

No. BKU Tanggal Uraian
IRp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 4 -5

. ;"

Jumlah

c

Mengetahui,
PAlKPAlPPKD 'J

(tanda tangan)

.................., langgal .
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu 10KPD/UKPD/PPKD*J

Inama lengkap\
NIP (tanda tang an)

(nama lengkap)
NIP

c'
Cara Pimgisian :

Kolom 1 dilsi dengan nomor BKU penerimaan atau pengeluaran transaksi kas tunai
Kolom 2 diisl dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran transaksi kas tunal
Kolom 3 diisi dengan uralan penerimaan atau pengeluaran transaksl kas tunal
Kolom 4 dlisl dengan jumlah rupiah penerlmaan transaksi kas tunal
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran transkasl kas tunai
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas tunal
*) Coret yang tidak perlu



VUl\U FEfYlBANTU FAJAK FORM 25

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
BUKU PEMBANTU PAJAK

BENOAHARA PENGELUARAN

SKPD/UKPD/SKPKD 1

PAlKPAlPPKD *)
Sendahara Pengeluaran ISendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

Halaman ........... ..
Pemotongal11

Penyetoran Saldo
No. SKU Tanggal Uraian Pemungut3n

(Ro) (Ro) (Ro)

1 2 3 4 6 6 4-5

Jumlah

c

Mengelahui,
PAlKPAlPPKD *j

(landa langan)

.................. , langgal .
Bendahara Pengeluarao/Bendahara Penge!uaran

Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

(nama lengkap)
(landa langan)

c Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor SKU pemotongan dan penyetoran pajak

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi pemotongan dan penyetoran pajak
Kolom 3 diisi dengan uralan pemotongan dan penyetoran pajak

Kolom 4 diisi dengan jumlah r~piah pemotongan/pemungutan pajak
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak
Kolom 6 diisi dengan saldo pajak
*) Coret yang tidak perlu

(nama lengkap)



~VKV FI;MIJANTV FANJAR FORM 26

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PEMBANTU PANJAR

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD/UKPD/SKPKD 'J

PNKPNPPKD *J
Bendahara Pengeluaran IBendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

Halaman ..............
Penerimaan Pengeluaran Saldo

NO.BKU Tanggal Uraian
IRo) (Rp) IRp)

1 2 3 4 (i 6 =4-5

Jumlah

Mengetahui,
PNKPAlPPKD *)

(tanda tangan)

.................. , tanggal .
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *j

(nama lengkap)
(tanda tangan)

o
(nam~ lengkap)
NIP

Cara Pengisi,m:

Kolom 1 diisi dengan nomor SKU transaksi panjar

Kolom 2 dllsl dengan tanggal transaksi panjar
Kolom 3 dllsl dengan uraian transaksl pemberian panjar dan SPJ panjar

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPJ atas panjar
Kolom 6 dlisi dengan saldo panjar

*J Coret yang tidak perlu



FORM 27
----..=.:.._--.

8UKU R/NCIAN OBYEK I3ELANJA

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA·
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENOAHARANPENGELUARAN

SKPOIUKPO/PPKO *)

Kode Rekening

Nama Rekening
Jumlah Anggaran
(OPAlOPPAlOPAL-

: 1)

: 2)

. : 3)

: 4)

*'Tanqqal No. BKU Uraian Belania LS . Belania TU . Belania UP/GU Saldo
1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui :
PAlKPAlPPKO

..............................
NIP .

•) Corel yang tlda~ perlu

Jakarta, .
Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaan Pembanlu

. SKPO/UKPO/PPKO

NIP .

Cara Pengisian:
1) Oiisi dengan nama SKPO/UKPO/PPKO
2) Oiisi dengan kode rekening rincian objek belanja berkenaan
3) Oiisi dengan ·nama rekening rincian objek belanja berkenaan
4) Oiisi dengan jumlah anggaran OPAlDPPAlOPAL-SKPO/UKPO/PPKO rincian objek belanja berkenaan .
Kolom 1 diisi dengan tanggal lransaksi realisasi rincian belanja berkenaan
Kolom 2 diisi dengan nomor Buku Kas Umum alas lransaksi realisasi rincian belanja berkenaan
Kolom 3 diisi dengan uraian lransaksi realisasi rincian belanja berkenaan
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah rea!iasi LS alas rincian belanja berkenaan

. Kolom 5 diisi dengan jumlah ·rupiah realiasi TU alas rincian belanja berkenaan
Kolom·6 diisi dengan jumlah rupiah realiasi UP/GU alas rincian belanja berkenaan
Kolom 7 diisi dengan jumlah· saldo rincian belanja berkenaan



FORM 2:---_. .-

RtGISTER SPP/SPM/SP~O e~NOAHAIt4 PENGELUARAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REGISTER SPPISPMlSP2D

SKPDIUKPDISKPKD OJ .

................... tanggal ..
Bendahara PengeluaranJBendahara

Pongoluaran Pombanlu SKPD/UKPD/PPKD ')

Jonls SPP SPM SP2D Uralan KeteranganNo.
UPIGUITUILS No. & Tgi. JumJah RDI No. & Tnl. Jumlah (RDI No. & Tgi. Jumlah (RI'l

1 2 3. 4 5 5 7 . 8 9 10

Jumlah

(tanda tangin)

(nama lengkaP)
NIP

c
Cara PengislOln:
Kolom 1 diisl dengan nomoruru!
Kolom 2 diisi dengan jenis SPPISPMISP20
Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal SPP
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPP
Kolom 5 dlisi dengan nomor dan langgal SPM
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah SPM
Kolom 7 diisi dengan nomor dan tangg,1 SP2D
Koiom 8 dlisl dengan jumlah rupiah SP2D
Kolom 9 diisl dengan uralan SF'P/SPM/SP2D
Kolom 10 diisi dengan keterangan yang dianggop perlu SPP/SPMlSP2D

o



R~GISTER SPPISPMlSP2D PPK·SKPDIUKPDIPPKD

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
REGISTER SPP/SPMlSP2D • PPKoSKPO/UKPO/PPKO

SKPO/UKPO/SKPKD oJ .

EORM2

,

I

I
I
I
I

I

I

c

No.
Jenia· SPP SPM SP20

Uralan Keterangan
UP/GUITUILS No. & Tgi. Jumlah fRo) No. & Tol. Jumlah IRo) No. & Tnl. Jumlah (RD'

1 2 :3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah

..................;Janggal ..
PPK-5KPI:l/UKPD/PPKD 'J

(tanda tangan)

. (nama tengkao>

NIP

Cara Penglsian:
Kolom 1 dilsl dengan nomor urut
Kolom 2 dlisi dengan jenis SPP/SPM/SP2D
Kolom 3 dlisi deng~n nomor dan langgal SPP
Kolom 4 dilsi 'dengan jumlah rupiah SPP
Kolom 5 diisl dengan nomor dan langgal SPM
Ko!om 6 dlisi dengan jumlah rupiah SPM
Kolom 7 dilsi dengan nomor dan langgal SP2D
Kolom 8 dilsi dengan jumlah ruplahSP2D
Kolom 9 diisi dengan uralan SPP/SPMlSP2D
Kolom 10 diisi dengan keterangan y~';g dianggap perlu SPP/SPM/SP2D



PEMERINTAHPROVINSI OKI JAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
NeMOR: 1) TAHUN 2) ;.

FORM~_. _. -

Formal:
UP/GUITU/LS

Cdiisi oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKO">l
KUASA BENOAHARA UMUM DAERAH Potongan,potongan:

PROVINSI DKI JAKARTA
Suoava menerbilkan SP2D kenada:
SKPD/UKPD/PPKD') :................................................3) No Uraiall Jumlah Katerangan

INo. Rekenina)

Bendahara Per)geluaranJ Bendahara Pengeluaran Pembantu IPenerimaJPihak 1 luran Wajlb Pegawai Negen
Ketiga') ...................................................4) 12)

....................................................................
Tabungan Perumahan 13)Nama Bank dan Nomar Rekening :..................... ,., ... 5) 2
Pegawai....................................................., ...............

14\NPWP :................................................................. 6) 3 ...............
Dasar PembavaraniNa. dan Tanaaal SPD :.................7\
Untuk Kepenuan : ................................................ 8)
............ , .. , .....................................................

Jumlah Potanoan RD ..........1. Belanja Tidak Langsung")
2. Belan;a Lannsunn;'" lnformasi;

C
Pembebanan pada Kode Hekening g):
(Kode Rekening dan Uraian Kode Rekenlng) :....... Rp ......... No Uralan Jumlah Keteram~an

(Kode Rekenlng dan Uralan Kode Rekaning) : ...... Rp ......... PPN ....................... 15\
(Kode Rekening dan Uralan Kode. Rekanlng) : ...... Rp ......... PPh ....................... 15\
(Kode Rekenlng dan Uralan Kode Rekening) : ...... Rp ......... Lainnva ..................16\
(Kode Rekenlng dan Uralan"Kode Rekening) : ...... Rp ......... JUlnlah RD .........
(Kode Rekenlng dan Uraian Kode Rekening) : ...... Rp ......... JumlahSPM Rp .........
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) : ...... Rp ......... Uang Sejumlah : ........................................~ ...................
(Kode Rekening dan Uraian Kocle Rekening) : ...... Rp .........
(Kode Rekening dan Uraian Kode Reke~ing) : ...... Rp .........
(Kode Rekening dan Uraian KocIe Rekening) : ...... Rp ......... ................... tanggal ...........
(Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening) : ...... Rp ......... Kopala SKPD/UKPD/SKPKD °l,

ds! (landa tangan)
Jumlah SPP yang Oiminla Rp ..................... 10)

(tarbllang: .......................................................) (nama lenC'kapl
Nomor dan Tan9gal SPP : ........... dan .......... ll)

J Coret yang tidak perlu
.;\ Pilih vane sesuai

SPM inl sah aoabila telah di tandatanaani dan distamnai oleh Kenala SKPD/UKPD/SKPKD 'J

Ccara perigisian:
1) Oiis; dengan nomor SPM
2) Oiisi dengan lahun 6nggaran
3) Diisi dengan nama SKPO/UKPO/PPKO
4) Oiisi dengan nama Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran Pembanlu IPenerimaiPihak Ketiga
5) Oiisi dengan nama bank dan nomor rekening Bendahara PengeluaraniBeridahara Pengeluara" PembantUiPenerimaiPihak Keliga
6) Oiisi dengan nemor NPWP Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran PembantuiPenerimaiPihak Ketiga
7) Oiisi dengan nomor SPO yang menjadi dasar pengajuan SPP dan Penerbitan SPM
8) Oiisi dengan keperluan
g) Oiisi dengan kede rekening dan uraian kode rekening serta jumlah rupiah pembebanan SP\i1, dengan ketenluan sebagai berikut:

IJlka SPM UP dan SPM GU yang dilerbitkan maka pembebanan pada kede rekening 1.1.01.03.01 (KaG dl Sendahara Pengeluaran)
Jika SPM TU, LS Gaji dan TunjanganITunjangan Kinerja Daerah, SPM LS Barang dan Jasa .erta SPM Hibah/Bantuan SosiaUSantua'; KeuanganiBelanja Tid,
Terduga/PengeJuaran Pembtayaan yang diterbitkan maka pembebanan pada rekening tielanja Ipengeluaran pembiayaan berkenaan

Jika SPM-LS diterbitkan untuk pengembaiian penerimaan/pendapatan lahun be~alan, maka kode pembebanan sesual dangan kode rekenln
pengembaJian penerlmaan/pendapatan berkenaan "

10) Oiisi dengan jumlah rupiah SPP yang diminta
11) Oiisi dengan nomor dan tanggal SPP yang diminla
12) Diisi dengan jumlah potongan luran Wajib Pegawai Negeri Khusus pada SPM LS· Gaji dan Tunjangan
13) D,IS, dengan ~umlah potongan Tabungan Perumahan Khusu, pada SPM LS-Gaji dan Tunjangan
14) D;,s, denganjumlah palongan lainnya Khusus pada SPM LS-Gaji dan Tunjangan ..
15) DIISI dengan Jumlah potongan Pajak (misalnya PPN, PPh dll.) khusus pada SPM LS
16) 01151 dengan j.umlah potongan lainnya mis.lnya potongan uang muka ke~a kusus pada SPM LS



SURAT FERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UP/GU 'J

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
'jSKPO/UKPOJPPKO ..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB. UP/GU 0)

Nomor: ", , ..

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang PersediaanlGanti Uang Persediaan (SPM-UP/GU) .) nomor .... tanggal
...• yang kami ajukan sebesar Rp (terbi/eng J untuk keperluan SKPO/UKPO/PPKO·)· Tahun Anggaran .. :.,
dengan inl menyalakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) .) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan
guna membiayai kegiatan yang akan'kami laksanakan sesuai OPNOPPA-SKPO/UKPO/PPKO·'.

2. Jumlah Uang PersediaaniGanti Uang Persediaan (UP/GU) .) 'tersebut tidak akan kami gu~akan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dllakukan dengon Pembayaran
Langsung (LS)

3. 'Kami bertanggung jawab secara penuh atas pengunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) '1
C' tersebut diatas sesuai oengan ketcntu~n peraturan perundan9·un~an9an.

Oemikian Surat Pernyatann ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-Uf>/GU'1 SKPOIUKPO/PPKO') kami.

...... ...... ...... ...., tanggal ......
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD')

(tanda tangan)

(nama tengkap)

NiP.

Catalan:

Dokumen ini dislapkan oieh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemban!u dan ditandatangani oleh PNKPNPPKD'I
serta dilampirkan pada saat Pengajuan Penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD. . .

') coret yang tidak perlu



o

FORM 32

SURAT PER.NYATAAN TANGGUNG JAWAB • TU

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
.j

SKPO/UKPO/PPKO .....••........•

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB· TU
Nomor: ..

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM·TU)· nomor .... tanggal. yang kami

ajukan sebesar Rp (terbilang ). untuk keperluan SKPD/UKPD/PPKD' Tahun Anggaran , dengan ini
menyatakan dengan sebenamya bahwa ;

1. Jumlah Tambahan Uang PerSediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperl.uan guna membiayai

keglatan mendesaklkegiatan tidak dapat ditunda yang akan kami laksanakan sesuai DPA-5KPD/UKPD/PPKD·).

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan kami gunakan untuk membiayai pengeluaran­
pengeluaran yang rnenurut ketenluan yang berlaku harus dilakukan dengan Pernbayar~n Langsung (LS)

3, Kami bertanggung jawab secarapenuh atas penggunaan Tambahan Uang Persediaan'(TU) tersebut diatas sesuai
. dengan kelentuan peraluran perundang·undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persya;ata~ pengaruan SpM·TU SKPDiUKPD/PPKD' kami.

...................... , tanggal ..... :'
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD *j

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NiP.

Catatan :

Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan ditandatangani oleh PNKPNPPKD')
serta dilampirkan pad. saat Pengajuan Penemitan SP2D kepada Kuasa BUD.

*} caret yang tidak perlu



FORM 33'

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB - LS

PEMER:NTAH PROVINSI OKI JAKARTA
• OJ

SKPD/UKPO/PPKO .

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB - LS
Nomor: , .

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung (SPM-LS) nomor .... tanggal .... yang kami ajuk,an
'.) d ... taksebesar Rp (terbi/ang ) untuk keperiuan SKPO/UKPO/PPKD Tahun Anggaran , engan In! menya an

dengan sebenamya bahwa :

1, Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas dipergunakan untuk membayar kepada pencrimalpihak ketlga dalam rangka
pelakanaan belanja tidak langsung/kegiatanlpengeluaran pembiayaanO) pada S'KPO/UKPO/PPKD 0) Kami sesuai dengan
ketentuan peraturan peru.ndang-undangan.

2, Kami bertanggung jawab secara penuh atas permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut diataa aeauai dengan
ketentuan'peraturan perundang-undangan.

Oemikian Surat Pemyata~n inl dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS pada SKPO/UKPO/PPKO') Kaml.

....................... tanggal ......
Pengguna Anggaran/Kuaaa Pengguna Anggaran/PPKO·}

(tanda tangan & bermaterai Rp6.000,-)

(nama lengkap)

NIP.

Catatan:

Oakumen .In! disiapkan cleh PPTK jika mengajukan SPM-LS Barang dan Jasa dan dckumen in; disiapkan oleh Bendahara

PengeluaraniBendahara Pengeluaran Pembantu untuk SPM-LS selain Barang dan Jasa serta ditandatanganl oleh PNKPNPPKD') dan
dilamplrkan pada aaatPengajuan Penerbltan.SP20 kepada Kuasa BUD, .

•) coret yang tidak pertu



c

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
-) . .

SKPO/UKPO/PPKO ..

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

................ , 20

Kepada Ylh.
BendaharalPPTK .
........, ~ .
di-
....................................................
....................................................

Nomor: .
Lampiran .
Perihal : Penge'mbalian SPP

Bersama ini lerlampir Sural Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganli U,anglTambahan Uang dan
Langsung (SPP-UP/GUITU/LS) .) Saudara Nomor: : Tanggl 200 dikembalikan karena tidak
memenuhi syaral unluk diproses.

Adapun kekurangan sebagai berikul :
1 : : .

...........................................................................................................................;

2 : ..
... ~ .

3 .
........................................................................ ", , , ,.; .

.Demikian disampaikan, alas kerjasamanya diucapkan.lerima kasih.

.................., tanggal .......
PNKPNPPKD .

(la:1da tangan)

(nama lengkapl
NIP .

'J- Corel yang lidak perlu



REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM·
o FORrv,35

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKJXRTA
REGISTER SURAT PENOLAKANPENERBITAN SPM

SKPD/UKPD/PPKD ') :......•.••••.; ..

Halaman'......................

NomorSPP
. Jumlah SPM

(Rp)

No LS LS

Uru!
Tanggal Uraian

UP GU TU
Barang dan Jasa

LS Lainnya UP GU TU
Gaji ·Gaji Barang dan Jasa LS Lainnya

1 2 3 4 5
.

Jumlah

Mengetahui,
PNKPNPPKD ')

................... tanggal .
PPK-SKPD/UKPD/PPKD .)

(tandil tangan) (tanda tongan)

(nama lengkapl
NIP

(m::ma lengkapl
NIP

'j coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :
1 Kolom 1 diisi Nomor Urul SPM-UP/SPM-GUlSPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yg ditolak diterbitkannya SPM
2 Kolom 2 diisi dengan langgal dan nomor sural penolakan penerbilan SPM
3 Kolom 3 diisi Nomor SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yg dilolak diterbitkannya SPM
4 Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang dilolak diterbitkannya SPM
5 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji. Barang dan Jasa) yg dilolak dilerbitkannya SPM
6· ") Coret yang lidak perlu



FORM 36

Kolom 1) Nemer ............ 1)
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANAPROVINSI OKI JAKARTA

SP20

Nomor dan Tanggal SPM : .................. ;............. 2) Oari : Kuas.a BUD

SKPD/UKPO/PPKO ' . : ................................ 3) Tahun Anggaran : .................... ..4)

Bank/pos... ...... ...... ....................................................................................... 5)
Hendaklah mencairkanlmemindahbukukan dar; bank Rekening Nomor ................ 5)
Uang sebesar Rp .................................... (terbilang: .................................) 6)

Kolom2)
7)Kepada .....................................................................· ...........................
8)NPWP ...................... ,..........................................................· ...............
9)Nama Bank dan Nomor Rekening : ................................................................................................

10)Keperluan untuk · ..............................................................................................
Kolom3) KOOE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

No.
4'1 2 3

11 ) 12) 131 141

Potongan-~ otonoan :
KeteranoanNo Uraian (No. Rekening) Jumlah R~)

1 luran Waiib Peoawai Neoeri 15'
2 Tabunoan Perumahan Pegawai 16

, 3 17).........................
,Iumlah

Informasi

No Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1 PPN 18
2 PPh 18
3 ...... ,..........., .... ,..... " ..... " .... ".; ......... , ... " ...................... ,." ..... , ......... 19

Jumlah

SP20 yang dibavarkan
Jumlah yang Oiminta Rp
Jumlah Potonoan Ro
Jumlah yan~ dibayarkan Rp
Uano Seiumlah :.............................................

.................., tanggal ........
Lambar 1 : Bank yang ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar2 : Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran/PPKD
lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

(tanda tangan)lembsr 4 : Pihak KetigaiPenerima -}

(nama lengkap)
NIPo

Cara penglslan:
K%m 1)
1) Oiisi dengan nomor SP20
2) Olisi dengan nomor dan tanggal SPM
3) Oiisi dengan nama SKPO/UKPO/PPKD
4) Oiisi dengan tahun anggaran
5) Olisi dengan nama bank· dan nomor rekening Kas Oaerah
6) Oiisi dengan jumlah rupiah SP20 yang diterbitkan
K%m 2) .
7) olisi dengan nama yang meneri01a SP20 (Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran Pembantu /PenerimaiPihak Ketiga)
8) Olisi dengan nomor NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran PembantuiPenerimaiPihak KeUga
9) Oiisi dengan nama bank dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerima/Pihak Ketiga
10) Oiisi dengan keperluan .
Ko/om 3)
11) Koiom 1 diisi dengan nomor urut
12,LKolom 2 diisi dengan kode nikenin embebanan SP20, den an ketentuan sebagai'berikut:
ll!&a'se:2D:l\lli~~.G$iHRti1j!Ji.l!l".l<W2WlllfeVli~Q,Daaaijj91!tlf.· - . '- 'O~'t· . . -:r;.>·i~,iB;';l·;::,,~;~·-fiiljmii§""~
Jika SP2D TU. LS Gaji dan TunjanganITunjangan Kinerja Daerah. LS Barang dan Jasa serta LS HibahIBantuan SosiaUBantuan
KeuanganiBelanja Tidak Terduga/Pengeluaran Pembiayaan yang diterbilkan maka pembebanan pada rekening belanja /pengeluaran
pembiayaan berkenaan

~a~~~!IJ" .' a~{J~frf<"l'"~_'iliJm-pe~'e.O[I\'~/~;'d~c 1i'~7ta~-u."'b.~·:;".~·~ "Wgpemije 'n~ :. • b"~'" lr)?~~ . ~.t.-~~~ ;tkt",'''l ~ F")'M.'A: '~~~.J'" ~ 'IV.e e " ,. "e·a at" l"e." _. ~ '~w.~.,.,:J~" ....~lo :;4;. •
13) Kolom 3 dlisi dengan uraian kode rekening pembebanan SP20 .'
14) Kolom 4 dlisi dengan jumlah rupiah pembebanan SP2D

10) Oiisi dengan jumlah pOlon9an luran wajib Pegawai Neger; Khusus untuk LS-Gaji dan Tunjangan

; 6) Dlisi den9an jumlah potongan Tabungan Perumahan .Khuslls untuk LS-Gajl dan Tunjangan
17) Oiisi dengan jumlah potongan lainnya Khusus untuk LS-Gaji dan Tunjangan
18) Oiisi dengan jumlah Pajak (PPN, PPh dlL) khllsus pada SPM LS

19) Olisi dengan jumlah potongan lalitnya misalnya potongan uang muka kerja kusus pada LS-Barang dan Jasa



FOBM3Z·

~~GlgT~~ gPM/SP20 KUASA SENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
REGISTER SPMISP2D • KUASA BENDAHARA UMUM OAE.RAH

No. Jenis SPM SP2D . Uraian Keterangan
UPIGUITUILS No. & TQI. Jumlah (Rp) No. & TQI. Jumlah ("pJ

1 2 3 ·4 5 6 7 8

Jumlah

.................. , tonggol .
Kuosa Bendahara Umum Daerah

(lando langan)

!nama lengkapl
NIP

Cara Pengisian:
Kolom 1 dllsl dengan nomor urut
Kolom 2 diisl dengan jenls SPMISP2D
Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal SPM
Kolom 4 dlisi dengan·jumlah rupiah SPM
Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal SP2D
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah SP2D
Kolom 7 diisi dengan uraian SPMISP2D
Kolom Bdiisi dengan keterangan yang dianggap perlu SPMISP2D



. FORM 38'

SURAl PENOLAKAN PENERSITAN SP21')

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP20

.......................................20.......

Kepada Yth,
Pengguna AnggaranJKuasa Pengguna
AnggaranJPPKO .)

di-
................, .

.Nomor
Lampiran
Perihal Pengembalian SPM

Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti. UanglTambahan
Uang/Langsung (SPM-UP/GlJ ITU/LS) .) Saudara Nomor : Tar.ggal 20 .C Dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1. . ; .
..... .

2. .., .. , , .
..........................................................................................................................................~ .

3. . .
..................................................................................................: .

Demikian disampaikan. atas kerjasamanyadiucapkan terima kasih.

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tan[lan)

(nama lengkap)
NIP

.) Coret yang tidak perlu



FORM 39

REGISTER SURAT PI;NOLAKAN P/;N/;RSITAN SP2D

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP20

Tanggaldan
Jumlah

No. Urut NomorSPM Uraian (Ro Kelerangan
Nomor

UP/GUrrU *) LS
1 2 ~ 4 5 6 7"

Jumlah

............ , langgal .
Kuasa Bendahara Umum Daerah

(landa langan)

(nama lengkap)
NIP

*J Corel yang tidak pp.rlu

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urul
Kolom 2 diisi dengar. tanggal dan nomor sural penolakan penerbilan $P2D
Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang dilolak .
Kolom 4 diisi dengan uraian alasan penerbilan sural penolakan penerbilan SP2D
Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM UP/GUrrU yang dilolak penerbilan SP2D
Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM-LS yang dilolak penerbilan SP2D
Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperlukan



FORMAT NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nemer:

c

BENDAHARA pENGELUARAN/BENDAHARA pENGELUARAN pEMBANTU *)
SKPD/UKpD : .........................
Supaya mencairkan dana kepada:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan · ......................................
2. Program · ......................................
3. Kegiatan ·......................................
5. Nomer DpA-/DpAL-/DppA-SKPD/UKpD · ............... ,......................
6. Tahun Anggaran · ......................................
7. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp..................................

(Terbilanq: ............. :........................)
Pembebanan pada kode rekening:

No. Kode Uraian Anggaran Akumulasi Pencairan Sisa
Urut Rekening Pencairan Saat ini

./ Sebelumnva

JUMLAH
Potongan-potongan:

pPN Rp......................
PPh-Pasal 21/22/23/4 ayat (2) -Rp......................
Jumlah yang diminta : Rp................
Potongan : Rp................
Jumlah yang dlbayarkan : Rp................
(Terbilana: ...............................................)

......;............, tanggaf ...........

Kepala SKpDjUKpD, ppTK

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP;



FORM 41

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TU

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SUPAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TAMBAHf.N UANG

Nomo: 1) Tahun 2) .

Kepada Yth.
kepala UPPKlBidang Perbendaharaan dan Kas Oaerah 1

Oi Tempat

Oalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendesakltidak dapat ditunda, dengan ini kami mengajukan
permohonan perpanjimgan waktu tambahan uang persediaan (TU) dengan rincian sebagai berikut :

a SKPOJUKPOJPPKO 'j : , , 3)

b Jumlah TU yang Oiminta : Rp " 4)
(terbilang: ; )

c c Untuk Keperluan

Rincian Keperluan 5)

:Tambahan Uang ?ersediaan Bendahara PengeluaraniBendahara

Pengeluaran Pembantu .)

No
Kode dan Nama

Kode Rekening
Uraian Nama,

Jumlah
Kegiatan Kode Rekening

, 1 2 3 4 5
1.

2.

dst

d Alasan Pengajuan SPP-TU

e Waktu Perpanjimgan

0) Coret yang tidak perlu

: 6)

: 7)

PAlKPAlPPKD .,

(landa tangan)

(nama lengkaril

Cara pengisian:
1) Ollsi dengan nomor Surat Permohonan TU
2) Ollsi dengan tahun anggaran
3) Ollsi dengan nama SKPOJUKPOJPPKO
4) Oiisi dengan jumlah rupiah Permohonan TU
5) Kolom '1 dllsi dangan nomor urut

Kolom 2 dlisl dangan Koda dan Nama Kaglatan
Kolom 3 diisi dangan Kode n;kanlng
Kolom 4 diisi dangan uraian nama koda rekening
Kolom 5 diisi dengan jumlah' rupiah

6) Ollsi dengan alasan pengajuan permohonan TU
7) Oiisi dengan waktu perpanjangan TU



FORM 42- _.._-_ .. __ -

~UIUT P~~S~TUJUAN PtRPANJANGAN WAKTU TU

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
BPKO

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU TU *)

........ , , 20

Kepada Ylh.
PAlKPA
SKPDIUKPDlPPKD 0).... " " .
dl·
......................... , .
..................................................

Nomor: ..
Lampiran .
Perihal : PersetujuaniPenolakan Feroanjangan Waktu TU OJ

Berdasarkan hasH telaahan atas permohonan Perpanjangan Waktu TU Saudara Nomer.... Tangga!...,

c
Sehubungan dengan hal tersebut, kami setuju untuk memberikan perpanjangan Waktu TU sejumlah Rp....

(terbilang .....) selama ........ bulan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peratiJran perundang­
undangan. Rincian persetujuan TU terlampir 1)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menelak untuk memberikan perpanjangan waklu TU karena tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan lerima kasih.

... ......... , langga! ..........
Kepala UPPKlBidang

Perbendaharaan dan' Kas Daerah

(landa langan)

(nama lengkap)
NIP

o
1) digunakan apabila menerbitikan surat perseNjuan perpanjangan waklu TU
2) digunakan apabila menelak persetujuan perpanjangan waklu TU

0) Ceret yang tidak pertu

ersetu'uan U

Ne
Kode dan Nama Kede Ursian Nama Jumlah

Kegialan Rekening Kede Rekening

1 2 3 4 5
1.

2..

dst

Lampiran P T



FORM 43

REGISTER PENERIMAAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSIDKI JAKARTA
SKPD/UKPD/PPKD *) .

REGISTER PENERIMMN
LAPORAN PERTANG(>UNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Nomor Urul Tanggal ·Uraian
Jumlah SPJ Kelerangan

(Rp)
1 2 3 4 5

.Jumlah

c

o

Mengetahui,
PAlKPAlPPKD *)

(landa tangan)

(nama lengkapl
NIP

*) Corel yang tidak perlu

Cara Pengisian:
Kolom 1 diisl dengan nomor urul
Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ
Kolom 3 diisi dengan uraian SPJ yang diserahkan
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan
Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan

.......... ,., langgal .

PPK-SKPD/UKPD/PPKD *)

(tanda tangan)

{nama lengkapl
NIP



REGISTER PENGESAHAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SKPO/UKPD/PPKO *J ....

REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELUARAN (SPJ).

FORM 44. - '.'--". ..

Nomor Urut Tanggal Uraian
Jumlah SPJ Keterangan

(Ro)

1 2 3 4 5

Jumlah

Mengetahui.
PAlKPAlPPKD *)

(tanda tangan)

(nama lengkapl
NIP .

.) Coret yang tidak perlu

Cara Pengislan:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolorn 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ
Kolom 3 diisi qengan uraian SPJ yang diserahkan
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan
Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan

............. tanggal .

PPK-SKPD/UKPD/PPKD *)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP



c

o

FORM4~

~U~Af ~~NCLAI<AI.J SPJ

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SKPDJUKPDJPPKD ') .

SURATJ>ENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

................ , 20

Kepada yth. .
Bendahara" PengeluaraniBendahara
Pengeluaran Pembantu
SKPDIU;<PDIPPKD 0)

dl·

Nomor : .
Lampiran ..
Penhal : Penolakan SPJ

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ. Saudara pada period langgal buian .
.....................tahun """",,,j ,ditemukan kesalahan sebagal berikut:

1 .

2 .

3 .

4 ..

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp pada tanggal bulan
.................tahun _(bu.lan SPJ) tidak dapat disahkan untuk dicalat sebagai saido tanggal bulan
................ tahun ..

Demikian disampaikan, alas perhaliannya d:ucapkan lerima kasih.

............ , ~nggal ..........
PNKPNPPKD .)

. (landa langan)

(nama lengkapl
NIP

.) Corel yang lidak perlu



FQRMAS·

REGISTER SURAT PENOlAKAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
REGISTER PENOLAKAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman'...................
Nomor Urul Tanggal & Nomer Uraian

Jumlah SPJ Keterangan
(Rp)

1 2 3 4 5

Jumlah

............ , tanggal .
PNKPNPPKD *)

............• tanggal .

PPK-S!~PD/UKPD/PPKD *)

(tanda tangan)

(noma lengkapl
NIP

(landa langan)

(nama lengkapl
NIP

*J Corel yang lidak perlu

Cara Pengislan:
Kolom 1 diisi dengan nomor urul
Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor sural penolakan SPJ
Kolom 3 diisi dengan uraian penolakan SPJ
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang dltolak
Kolom 5 diisi dengan·penjelasan yang diperlukan

Kolom tanda langan dilandalangani oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKDdan PNKPNPPKD disertai nama
jelas* .

o



~I:GISTI:~ PI:NUTtJPAN KAS

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

Nama Penutup Kas
Tanggal Penutupan Kas yang lalu

Jumlah Iransaksi sid bulan

Jumlah Penerimaan sid tanggal .

Jumlah Pengeluaran sid tangal .

Saldo Buku

Saldo Kas
terdiri atas "

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 20.000
Rp 10.000

Rp 5.000
Rp 1.000
Rp 500

c

1. Uang Kertas
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Peca~an

Pecahan
Pecahan

Pecahan

2. Uang Logam

Pecahan

Pecahan
Pecahan

Pecahan
Pecahan

Pecahan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.000

500
200

100
50

25

=

=
=
=

=

=
=
=
=
=

lembar Rp

lembar Rp

lambar Rp

lembar Rp

lambar. Rp

lambar Rp

lembar Rp

keplng Rp

keplng Rp
keping Rp

keping Rp

keplng Rp

keping Rp

3. Kartas barharga dan bagian kas yang diizinkan
ordonsi SP2D, Wesel, Cek. Salde Bank,
matera:!. dan sebagainya .

Perbedaan Positif!Negatif

JUMLAH

Rp

Rp

Rp

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif: .

............ , tanggal ..........
PNKPNPPKD

Bendahara Penerimaanl Bendahara Pengeluaran *)

(tanc1a tangan)

(nama lengkapl
NIP

.) Coret yang tidak pe"rlu

.. .......... , I1nggal ..........

Bendahani Penerimaani Bendahera Pengeluaran!
Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara

Pengeluaran Pembantu *)

(tanda tangan)

(nama lengkapl
NIP

Calatan:
Dalam hal register penutupan kas digunRkan dalam pemeriksaan kas atas Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran. maka letak tands
tangsn PAlKPAlPPKD dlsebelah kin dan Bendahara PenerimaanJ8endahara Pengeluaran di~ebelah Kanan.

Calam "hal register penutupan kas digunakan dalam pemeriksaan kas atas Bendahara Penerimaan PembantulBendahara Pengeluaran
" femllan\u, maKa lelaK laMa \angan Bendahara PenerimaaniBendahara Pengelu~ran

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara PenerimaaniBendahara Penerlmaan PembantuiBendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PNKPNPPKD diser1ai nama jelas*



SKPD/UKPD/SKPKD 1

PNKPNPPKD *)
Bendahara PengeluaraniBendahra Pengeluaran
Pembanlu SKPD/UKPD/PPK *)

Tah\m Anggaran
BUlan

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

.')

.2)

.3)

A)

.5)

,I Vn..IVI "+0 ,1

dalam ruoi"h

Kode
SPJ· LS Gaji SPJ· LS Barang & Jasa SPJ - LS UP/GUITU

Jumlah SPJ (LS+UP/GUITU) Sisa PaguUraian Jumlah Anggaran s.d Bulan B I .. s.d Bulan s.d Bulan Bulan ini s.d B~lan s.d Bulan B I .. s.d BulanRekening I I uan 1m .. lalu u an 1m Ini s.d Bulan ini Anggaranau 1m lalu Inl
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11 13 (6+9+12) 1413-131 -

,

JUMLAH
Penerimaan :
-SP2D .1-
• Poloncan Paiak

a. PPN-r
b. PPh--21
c. PPh·22
d. PPh·23
e. PPh Pasal 4 aval (2)

- Lain-lain I
I

Jumlbh Penerimaan

o



Kode
SPJ - LS Gajl SPJ - LS Barang & Jasa :;t:'J - u> Ut:'/\.)U/I U Jumlah SPJ (LS+UP/GUfTU) Sisa PaguUraian Jumlah Anggaran s.d Bulan B Ian 'n' s.d BulanRekening s.d Bulan B I .. s.d Bulan s.d Bulan B I .. s.d Bulan dB I ..

Anggaranlalu u I I ini lalu u an 1m ini lalu u an 1m ini s. u an 1m
1 2 3 4 5 .6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11 13 (6+9+12) 14 (3-13)

PenQeluaran :
- SPJ (LS + UP/GUrrUl
- Penvetoran Paiak

a.PPN I
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayal (2)

- Lain-lain .

JumJah Penaeluaran
I

SaJdo Kas

PAlKPAlPPKD. *)

(landa tangan)

(nama lengkap)

*) corel yang tidak perrlu

Cara Pengislan:

1) Diisi dengan nama SKPDJUKPI?JSKPKD

2) Diisi dengan nama PAlKPAlPPKD

3) Dlisi dengan nama Bendahara pengeluaran/Bendaham Fengeluaran" pembantu SKOPIUKPOIPPKO

4) Diisi C:engan tahun.anggarari
5} Diisi dengan nama bulan pcrtanggungjawaban

Kolom 1 diisl dengan kode program, kegiatan dan rekenin.9

Kolom 2 diisi dengan uraian nama program; keglatan dan kode rekenlng

Kolom 3 diisl dengan jumlah anggarc.n program, keJiatan dan kode rekening

Kolom 4 diiSJ denganJumlah SPJ atas realisasllS Gajl dan TunJangan serta Tunjallgan Kinelja C'aerah ~.d. Bulan lalu

.KoI<:>m 5 dDsl dengan jumlah SPJ atas realisast LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Klnerja Daerah Bulan Inl'

Kolom 6 dilsi dengan jumlah SPJ alas reali~asl ~S Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah s.d. Bulan inl
Kot<)m 7 dUsl denganjumlah SPJ alas reallsasI LS Barang & Jasa serta lS lalnnya s.d. Bulan lalu

Kof <lm 8 dilsl dengan jumlah SPJ alas realisasi LS Barang & Jasa serta LS lainnya Bulan ioi

Kof om 9 dilsl denganjumlah SPJ ata's realisasllS Barang & Jasa serta lS lalnnya s.d. Bulan ini

Kol <1m 10 dilsl dengan jumlah SPJ alas re~lisa:sl UP/GUrru s.d. Bulan lalu

Kol om 11 dUsl dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GUITU Bulan inl

Kol Clm 12 dilsl denganJumlah SPJ atas realisasl UP/GUrru s.d. Bulan inl

KOlom 13 dlisi dengan jumlah SPJ atas realisasllS Gaji, lS Barang dan Jasa serta UP/GUITU s.d. Bulan Inl

Koaom 14 dllsl denganjumlah slsa pagu anggaran

................... tanggal .
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

(landa tangan)

fr@ma lengkapl



LAPORAN SPJ BELANJA-ADMINISTRATIF

SKPDJUKPD/SKPKD 1
PNKPNPPKD .)
Bendahara PengeluaranIBendahra Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPK ")

Tahun Anggaran

Bul"n

.1)

.2)

.3)

.4)

.5)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA-ADMINISTRATIF)

" ""'I "VI ..... i:1

<lalam ruoiahl'

Kode
SPJ - LS Gajl SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - LS UP/Gurru

Jumlah SPJ (LS+UP/GUrrU) Sisa Pagu IUraian Jumlah Anggaran s.d Bulan BUlan"1 s.d Bulan s.d Bulan B I .. s.d Bulan s.d Bulan Bulan ini s.d BulanRekening lalu 1m ini lalu u an 1m ini lalu ini
s.d Bulan ini Anggaran

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8\ 10 11 2(10+11 13 (6+9+12\ 1413-13\

JUMLAH
Penerimaan :
- SP2D I
- Patanaan Palak

a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal4aV~L

- Lain-lain I

Jumlah Penerimaan

o



Kode
SPJ - LS Ga'i SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - LS UP/GUrrU

Jumlah SPJ (LS+UP/GUfTU) Sisa Pagu
Uraian Jumlah Anggaran s.d Bulan Bulan ini s.d ~~Ian s.d Bulan Bulan" . s.d Bulan s.d Bulan Bulan ini s.d ~ulanRekening

lalu ,m lalu In, Inl lalu ,n,
s.d Bulan ini Anggaran

1 2 3 4 5 6 (4+51 7 8 9 (7+81 10 11 2 (10+11 13 (6+9+12) 14 (3-131

Penoeluaran :
- SPJ (LS + UP/GUfTUI
- Penyeleran Pajak

a. PPN
b. PPh-21
c. PPh,22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayal (21

- Lain-lain ,

I
Jumlah Pen eluaran

.-

Saldo Kas

.................., t.nggal .
Bendahara PengeJuaranlBenda'hara Pengeluaran

Pemb.nlu SKPD/UKPD/PPKD °1 .

(land. t.ngan)

0) corel yang lidak perlu

Cara Pengisian:

1) Oiisi dengan nama SKPDJUKPD/SKPKD

2) Oiisi dengan nama PNKPNPPKD
3) Oiisi dengan nama Bendahara pen'geluaranlBendahara Pengeluaran pembanlu SKDP/UKPD/PPKD

4) Oiisi dengan tahun anggaran

5) Oi;si dengan nama bulan perlanggungjawaban

Kolom 1 diisi dengan kode program, kegiatan dan rekening

Ko I oni 2 diisi dengan uralan mima program, kegiatan dan kede rekening"

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran program, kegiatan dan kede rekening

!<olcim 4 diisi dengan jumlah SPJ,alas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serla Tunjal'gan Kinerja Daerah s.d. Bulan lalu

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gajl dan Tunjangan serla Tunjangan Kinerja Daerah Bulan ini

Kolom 6 diisi dengan jumlah SPJ ala~ realisasl LS Gaji dan Tunjangan serla Tunjangan Klnerja Daerah's.d. Bulan Ini

KOlom 7 diisi denganjumlah SPJ atas realisasl LS Barang & Jasa serla LS Lainnya s.d. Bulan lalu

Kolom 8 diisl d'enganjumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serla LS Lainnya Bulan ini

Kao 10m 9 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serla LS Lainnya s.d. Bulan ini

Ke>lom 10 diisl denganjumlah SPJ atas realisasl UP/GUfTU s.d. Bulan la1u

Ke>10m 11 diisi dengan jumlah, SPJ alas realisasi UP/GUfTU Bulan ini

KOlom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasl UP/GUfTU s.d. Bulan ini

(nama lengkapl
NIP'



~~
3 3



SKPD/UKPD/SKPKD '
PNKPNPPKD *)
Bendahara PengeJuaranlBendahra PengeJuaran
Pembaritu SKPD/UKPD/PPK *)

Tahun Anggaran'
BUlan

.1)

.2)

.3)

.')

.5)

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA·FUNGSIONAL)

(dalamrupiah'

K d ..X.4:;:~~J'!'~~a~~B'ajtll',:;:... SPJ • LS Barang & Jasa SPJ· LS UP/GUITU J I h SP I (LS UP/GUIT) .
o e U· I h ;,v.r~~"~;:;'m"'t',~" "~. ," B" dB I dB I um a - + U Sisa Pagu"ek' ralan Jum a Anggaran "'.'!' . l;J,a F.'''u '~.-'''''' ,S< ..m.<rQj s.•' u an B J ,. s. u an s. u an B I . i s.d Bulan d B I .. A" emng ..t"'I"ili, ··;·· "".•. a,.lilli"::"_~ II uanlm .. II uanln .. s. uailim nggaran

k wlalu~ ,;c't~~~;~..clJl~ a U 1m a U In!
1 2 3 4 5 6 (4+5) . 7 . 8 9 (7+8) . 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)

JUMLAH
Pimerimaan :
-SP2D I
- Polongan Pajak

a. PPN I
b. PPh·21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayal (2)

- Lain,lainl
I

Jumlah Penerimaan

u



-,
Kode

'=it"'.l - L" '-;Ji:lJI oroJ - L...:t Odl c;:.11~ \Jl. ~aQCI _, v ......... , ._..,.. -
Jumlah SPJ (LS+UP/GUITUJ Sisa Pagu

Rekening
Uralan Jumlah Anggaran s.d Bulan

Bulan Inl
s.d-Bulan s.d Bulan

Bulan ini
s.d Bulan s.d Bulan

Bulan Ini s.d Bulan
s.d Bulan Ini Anggaran

lalu ini lalu Ini lalu ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+81 10 11 12 (10+11) 1316+9+121 1413-13)

Penaeluaran :
- SPJ ILS + UP/GUrrU1
- Penveloran Paiak

a.PPN I
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23

.. e. PPh Pasal 4 aval (2)
- Lain-lain I

I
Jumlah Penaeluaran

I
Salda Kas

.) corel yang tidak perrlu

PAlKPNPPKD. OJ

(tanda tangan)

(nama lengkap1

.................., tanggal ..
Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran Pembantu SKPDIUKPD/PPKD 'J

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

Cara Penglsian:
1) Oiisl dengan nama SKPD/UKPD/SKPKD
2) Oilsl dengan nama PNKPNPPKD •
3) Oiisl dengan nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu SKDP/UKPD/PPKD
4) Oilsi dengan lahun angyaran '
5) Oiisi (lengan nama bulan perlanggungjawabal1
Koram 1 diisi dengan kode program, kegialan dan rekenfng
Kolam 2 diisi dengan 'uralan nama program, kegialan dan kode rekening
Kolam 3 diisi dangan jumlah anggaran program, kegialan dan kode rekenlng
Kolam 4 diisi dengan jum1ah SPJ alas reallsasi LS Gaji dan Tunjangan serla Tunjangan Kine~a Daerah s.d. Bulan lalu
Kolam 5 diisi dengan jumlah SPJ alas reallsasi LS Gajl dan Tunjangan serla Tunjangan Kirie~a Daerah Bulan ini
Koram 6 diisi denganjumlah SPJ alas reallsasi LS Gajl dan Tunjangan serla Tunjangan Klne~a Daerah s.d. Bulan Inl
Kotam 7 diisi denganjumlah SPJ alas reallsasi LS Barang & Jasa serla LS Lalnnya s.d. Bulan lalu
Kot am 8 dllsi dengan jumlah SPJ alas reallsasi LS Barang & Jasa serla LS Lainnya Bulan inl
Kot am 9 dilsi dengan jumlah SPJ alas reallsasi LS Barang & Jasa serla LS Lainnya s.d. Bulan ini
Kolam 10 diisi dengan jumlah SPJ alas reallsasl UP/GUrrU s.d. Bulan lalu
Kot om 11 diisl dengan jumlah SPJ alas realisasl UP/GUrrU Bulan ini,
Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ alas reallsasl UP/GUrrU s.d. Bulan inl
Kof om 13 diisi dengan jumlah SPJ alas realisasl LS Gajl, LS Barang dj''\.Jasa serla UP/GUrrU s.d. Bulan Inl
Kolom 14 diisl dengan jumlah sisa pagu anggaran V o



FORM 51

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
BERITAACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ....... Tanggal ........yang bertanda tangan dibawahini :

Nama lengkap
Jabalan

. .......... , .

= Rp
= Rp

= Rp
= Rp
= Rp

c

Sesua! dengan Peraturan Gubernur Previnsi Oaerah Khusus Ibuketa Jakarta Nemer Tahun ,
kamimelakukan pemeriksaan selempal pada :

Nama lengkap
Jabalan

berdasarkan Keputusan Gubernur Previnsi OKI Jakarta Nemer ....... Tanggal .......... Oilugaskan mengurus uang
berdasarkan hasH pemeriksaan kas serta bukli-lJukli yang berada dalam pengurusan ilu, kaml menemui kenyalaan
sebagai berikul :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabal tersebul adalah :
a. Uang kertas
b. Uang legam
c. SP2D dan alaI pembayaran lainya yang

belum dicairkan .
d..Salde Bank
e. SuraUbarang/benda berharga yang diizinkan

Jumlah

Salde uang menurul Buku Kes Umum,
Register dan lain sebagainya berjumiah
Perbedaan pesilif/negatif anlara salde kas dan
Salde buku
Penjelasan perbedaan pesilif/negalif

yang diperiksa,

Bendahara Penerimaanl Bendahara PengeluaranJ
Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara

Pengeluaran Pembantu j

(landa tangan)

(nama lengkap)
NIP

= Rp

~ Rp

= Rp
..........................................................
.......................... , .

............ , tanggal ..........
Mengetahui,
. PNKPNPPKD

Bendahara PenerimaanJ Bendahara Pengeluaran *)

(landa langan)

(nama lengkau)
NIP

Catatan:
Oalam hal pemeriksaan kas dilakukan terhadap Bendahara PenerimaaniBendahara Pengeluaran. maka Ictak tanda tangan PAlKPA(PPKD
di~ebelah Kanan dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dlsebelah Kiri.

Dalam hal pemeriksaan kas dilakukan terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran pp,mbantu, maka letak tanda tangan
Bendahara disebelah Kanan dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu disebelah Kiri Penerlman/Bendahara
Pengeluaran

.) Cor~t yang tidak perlu .



PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
BAOAN PENGELOLA KEUANGAN OAERAH

TANOA TERIMA PENYAMPAIAN SPJ-FUNGSIONAL·
NOMOR BUKTI .

a) SKPD/UKPD ,,, .. ,,.,,,,,.,,,,,,, .. ,,.,,,,.,, .. ,,,,,,,.. ,,,,,,, .. ,,,,.,, .. ,,,,,,,,,,
b) Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran Pembantu *)."." ,,,,, .. ,,,,. "." .. " ". ". '" '" ... "
c) .' Bulan SPJ . " .. ".""..""....."."" ..""..""." .....""."."..""." ...
d) Keterangan '" .. , '''."." .. , ,,, "."." ."." ,.. " ,,,
e) Tanggal diterima SPJ . " .. " ". '" .. , " ....... ". " " "'.'"'''''' " .. " " " ..

Pelaksana

(tanda tangan)

FORM 52

c
Lembar Asli'
Sallnan 1

*J Coret yang tidak periu

(nama lengkap) .

.: Bendahara PengeluaraniBendahara Pengeluaran Pembantu*)
: Arsip



o

FORM 1

SURAT PENOLAKAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
SKPDJUKPDJPPKD *) .

SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

................ , 20

Kepada Yth.
Bendahara Penerimaan
SKPD/UI<PD/PPKD *)

di·
······ .. ·.. ····· .. ····;·········· .. l···

Nemer: ..
Lampiran ..
Perihal : Penelakan SPJ

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada period tanggal bulan
.....................tahun ;., """"", , ditemukan kesalahan sebagaJ berikut:

1 ..

2 ..

3 ,.. , , : < , ••••••••••••••••• , •••••

4 ..

Sehub~ngan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp pada tanggal bulan
.................tahur. (bulan SPJ) tidak dapat disahkan untuk dicatat sebagal saldo tanggal bulan
..............: tahuh .

Demikian disampaikan, alas perhatiannya diucapkan lerima kasih.

............ , langgal .
Bendahara Penerimaan

(tanda langan)

(nama :engkapl
NIP

\



c·

FORM 2

SUIUTPENGEAHAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPD/UKPD/PPKD *) ........•.......

SURAT PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

................ , 20

Kepada Yth.
Bendahara Penerimaan
SKP'DIUKPD/PPKO *)

di-

Nemer: .
Lampiran ..
Perihal : Pengesahan SPJ

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada period tahggal ..
bulan lahun , maka pertanggungjawaban Sa'udara sebesar Rp pada langgal
............... bulan lahun (bulan SPJ) disyahkan dan akan dlgabung menjadilaporan
pertanggungjawaban Bendehara Penerimaan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya ,diucapkan terima kasih.

............ , tanggal .
Bendahara Penerimaan

(tanda langan)

(nama 13ngkapl
NIP



· '

o

FORM 1

FORM 2

Lampiran II; Peraturan GUbernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2013
Tanggal 20 Desember 2013

SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWAB,I\N PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO


